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ABSTRAK


Permit to work adalah sebuah dokumen wajib sebelum pekerjaan tertentu dilakukan dan merupakan bagian dari pengendalian risiko K3 secara administratif yang bertujuan untuk mengendalikan semua pekerjaan yang dapat menimbulkan bahaya K3 dan kerugian. 
Penelitian ini dilakukan di PT. X di Kota Batam yang bertujuan menganalisis pelaksanaan Permit to work berdasarkan peraturan UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan PP No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah tahap persiapan, proses dan penutupan. 
Hasil penelitian diketahui bahwa Permit to work secara keseluruhan prosedur Permit to work sudah baik namun masih ditemukan ketidaksesuaian pada tahap persiapan yaitu pengisolasian peralatan pada sistem pemasangan LOTO dan pengujian gas yang dilakukan pihak safety officer tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus. Pada tahap penutup masih adanya pengembalian form permit to work yang tidak tepat waktu. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan permit to work di PT. X sudah berjalan dengan baik namun perlu peningkatan dan pengawasan agar lebih baik. Disarankan untuk memberikan pelatihan khusus tentang sistem LOTO kepada pekerja dan pelatihan khusus pengujian gas kepada safety officer. 

Daftar Bacaan	: 24 (1970 – 2018)
Kata Kunci	: Evaluasi, Permit to work
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EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE PERMIT TO WORK PROCEDURE IN PT. X 
KOTA BATAM IN 2020

By  :
Chaudi Sinai (chaudisinai@gmail.com)


ABSTRACT


Permit to work is a mandatory document before certain work is carried out and is part of OSH risk control administratively which aims to control all work that can cause OHS hazards and losses.
This research was conducted at PT. X in Batam City which aims to analyze the implementation of Permit to work based on the regulations of Law No.1 of 1970 concerning Work Safety and PP No. 50 of 2012 concerning the Occupational Health and Safety Management System at PT. X.
This type of research is descriptive with a qualitative approach. The variables in this study are the preparation, process and closing stages.
The results showed that the Permit to work procedure as a whole was in accordance with the regulations. However, there were still discrepancies in the preparation stage, namely the isolation of equipment in the LOTO installation system and gas testing carried out by the safety officer who had never received special training. At the closing stage, there is still an incorrect return of the permit to work form. 
The conclusion is that the implementation of permit to work at PT. X is already running well but needs improvement and supervision to make it better. It is advisable to provide special training on the LOTO system to workers and special training for gas testing to safety officers.
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1.1. [bookmark: _Toc66998724]Latar Belakang 
Perkembangan zaman saat ini yang semakin mutakhir terus mendatangkan perubahan dan sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini. Majunya teknologi yang berdampak terhadap dunia industri juga berpengaruh terhadap pengembangan proses industri secara karakteristik, kualitas, kapasitas bahkan kuantitasnya. Dalam pengerjaan proses industri, tentunya memerlukan tenaga kerja untuk mengelola bahan baku, mesin, alat kerja dan proses lainnya yang dikerjakan ditempat kerja. Bertambahnya proses industri selain memberikan efek positif, tentunya juga memberikan efek negatif terutama tidak dikelola dengan baik dimana menyebabkan kecelakaan kerja dan atau Penyakit Akibat Kerja (PAK). Menurut Budiono, 2003 bahwasanya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja mengupayakan dampak negatif peningkatan proses produksi diminimalisir sehingga tenaga kerja terhindar dari dampak negatif dalam melaksanakan pekerjaannya.
Angka kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan sebanyak 123.041 kasus, sementara itu sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus dengan nominal santunan yang dibayarkan mencapai Rp1,2 Trilyun. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif mengungkapkan, setiap tahunnya rata-rata BPJSTK melayani 130 ribu kasus kecelakaan kerja dari kasus ringan sampai dengan kasus -kasus yang berdampak fatal. Sementara itu khususnya di Kota Batam kasus kecelakaan kerja di Batam terus meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang Januari-April 2018 saja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Batam mencatat ada 1.948 kasus kecelakaan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menyebutkan bahwa dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperlukan suatu sistem yang mengatur secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan efektif atau yang dikenal dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  (SMK3).
Dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pada pasal 87 ayat 1 menyebutkan setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, sehingga seharusnya SMK3 menyatu dengan sistem manajemen perusahaan, dimana SMK3 harus seirama dengan visi misi perusahaan serta mampu mendukung sistem bisnis dari perusahaan. Sedangkan berdasarkan pidato dari Menteri Tenaga Kerja, M. Hanif Dhakiri, S.Ag, M.Si. pada acara Penganugerahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Award Tahun 2018 di Jakarta, menyebutkan sejak awal SMK3 ditetapkan pada 1996 tercatat ada peningkatan perusahaan yang telah menerapkan SMK3. Beliau juga menambahkan, pada 2017 tercatat ada 1.221 perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3, sedangkan pada tahun 2018 naik 16.65% menjadi 1.465 perusahaan.
OHSAS 18001 adalah sistem manajemen K3 yang berlaku internasional sedangkan SMK3 adalah sistem manajemen yang berlaku di skala nasional. Di dalam klausul 4.3.1 standar OHSAS 18001 tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian yang ada, disebutkan bahwa organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang ada, penilaian risiko dan penetapan pengendalian yang diperlukan. Menurut klausul 4.4.6 OHSAS 18001 tentang pengendalian dikatakan juga bahwasanya suatu organisasi harus mengidentifikasi operasi – operasi dan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan bahaya – bahaya yang teridentifikasi dimana kendali pengukaran perlu dilakukan untuk mengendalikan risiko risiko K3 (OHSAS 18001, 2007).
Berdasarkan pendapat Ramli (2010), pengendalian sebagaimana dimaksud dalam klausul 4.3.1 dan 4.4.6 OHSAS 18001 meliputi cara kerja aman, prosedur operasi aman, pengadaan dan pembelian serta keselamatan kontraktor. Berdasarkan pendapat Ridley (2008), dalam mengembangkan sistem/cara kerja yang aman maka menggunakan sistem izin kerja atau disebut juga sistem Permit to work merupakan hal yang fundamental dalam proses produksi sebagai metode untuk melakukan pengendalian resiko K3. Menurut International Association of Oil & Gas Producers (1993), bahwa sistem Permit to work adalah sistem tertulis resmi yang digunakan untuk mengendalikan jenis pekerjaan tertentu yang diidentifikasikan sebagai pekerjaan yang berpotensi tinggi.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan tentang pengusaha dalam melaksanakan kegiatan harus menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3, melibatkan seluruh pekerja/buruh, membuat petunjuk K3, membuat prosedur informasi, membuat prosedur pelaporan, dan mendokumentasi seluruh kegiatan, dan ayat 2 yang menyebutkan tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan. Mengenai pendokumentasian kegiatan dijelaskan lebih rinci pada pasal 13 dan salah satunya yaitu ayat 3 poin c yaitu izin kerja atau yang disebut juga dengan Permit to work.
Hasil penelitian yang telah dibuat oleh Khaqim (2014), memperlihatkan bahwasanya tingkat kejadian kecelakaan kerja mengalami pengurangan setelah dilaksanakannya sistem izin kerja atau sistem Permit to work di PT. Bakrie Construction Banten. Pada tahun 2004 s/d 2006 sebelum dilakukannya sistem izin kerja aman atau sistem Permit to work terdapat 138 kasus kecelakaan kerja. Selanjutnya pada tahun 2007 s/d 2014 setelah dilakukan sistem izin kerja aman terjadi penurunan kasus menjadi 101 kasus kejadian kecelakaan kerja.
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, PT. X adalah salah satu perusahaan swasta berbadan hukum perseroan terbatas yang beroperasi sejak tahun 2007 dan inti bisnisnya di bidang pengerjaan fabrikasi untuk industri minyak dan gas bumi.
PT. X sudah menerapkan ISO 9001 serta ISO 14001 sehingga sistem manajemen K3 sudah diimplementasikan dan diintegrasikan dengan sistem manajemen yang telah ada. Perusahaan di dalam menjalankan aktivitasnya banyak didukung oleh mesin - mesin seperti keran angkat dan pesawat angkat angkut, sedangkan untuk pekerjaannya berfokus pada aktivitas pengelasan, penggerindaan dan pemotongan menggunakan api terbuka, dan juga banyak terdapat pekerjaan yang mengandung resiko tinggi seperti bekerja di ruang terbatas dan bekerja di ketinggian.
Salah satu usaha yang dilakukan oleh PT. X dalam mendukung pelaksanaan K3 yang sesuai dengan SMK3 dalam melakukan pengendalian pekerjaan yang beresiko tinggi adalah dengan menerapkan sistem izin kerja aman/Permit to work  (PTW). Perusahaan menjadikan sistem izin kerja aman sebagai syarat utama untuk setiap pekerjaan yang hendak dilakukan di area kerja disebabkan setiap pekerjaan yang dilakukan tersebut beresiko tinggi.
Berdasarkan studi pendahuluan awal didapatkan data kecelakaan kerja pada tahun 2019 sebanyak 6 kejadian dengan rincian sebagai berikut : 4 property damage, 1 near miss dan 1 first aid. Sedangkan di tahun 2020 sebanyak 3 incident first aid.                    
Tentunya harapan perusahaan dengan menerapkan sistem manajemen yang berbasis K3, sehingga pekerja dapat bekerja lebih aman sehingga ujungnya juga akan meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja. Akan tetapi penerapan prosedur Permit to work (PTW) bukan berarti akan berjalan mulus begitu saja. Akan ada permasalahan yang muncul seperti misalnya tidak ditandatangi pekerjaan sudah dilakukan, tidak dilakukan penilaian resiko yang baik atau terlewatkan, apakah prosedur sudah tersosialisasi dengan baik, apa saja kesulitan penerapan di lapangan, kekurangan alat-alat pendukung dan lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pencapaian pelaksanaan daripada prosedur PTW yang sudah diterapkan oleh perusahaan sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Prosedur Permit to work di PT. X Kota Batam Tahun 2020”.

1.2. [bookmark: _Toc66998725]Perumusan Masalah
Bagaimana Evaluasi Penerapan Program Permit to work di PT. X Kota Batam Tahun 2020?
	
1.3. [bookmark: _Toc66998726]Tujuan
1.3.1. [bookmark: _Toc66998727]Tujuan Umum 
Untuk mengetahui hasil dari Evaluasi Penerapan Prosedur Permit to work di PT. X Kota Batam Tahun 2020.

1.3.2. [bookmark: _Toc66998728]Tujuan Khusus
a. Mengetahui evaluasi tahap persiapan sistem Permit to work sebagai upaya pendukung pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. X.
b. Mengetahui evaluasi tahap proses sistem Permit to work sebagai upaya pendukung pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. X. 
c. Mengetahui evaluasi tahap penyelesaian sistem Permit to work sebagai upaya pendukung pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. X.

1.4. [bookmark: _Toc66998729]Manfaat Penelitian 
1.4.1. [bookmark: _Toc66998730]Manfaat Bagi Peneliti
Dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat dari perkuliahan. Selain itu dapat juga mengetahui mengenai Evaluasi Penerapan Program Permit to work di PT. X Kota Batam Tahun 2020.

1.4.2. [bookmark: _Toc66998731]Manfaat Bagi Peneliti Lain
Dapat mengetahui bagaimana Evaluasi Penerapan Program Permit to work di PT. X Kota Batam Tahun 2020. Baik itu dari aspek peraturan pemerintah, standar nasional maupun standar internasional.

1.4.3. [bookmark: _Toc66998732]Manfaat Bagi Instansi Terkait
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sistem manajemen izin kerja aman yang lebih baik dalam aspek Evaluasi Penerapan Program Permit to work, sehingga pihak PT. X bisa lebih meningkatkan atau melengkapi bagian-bagian yang belum lengkap atau sempurna.

1.4.4. [bookmark: _Toc66998733]Manfaat Bagi FIKes Universitas Ibnu Sina
Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi, terutama yang berhubungan dengan Evaluasi Penerapan Program Permit to work  yang berguna sebagai bahan tambahan dan rujukan untuk tugas, jurnal, observasi, dan penelitian terkait.
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[bookmark: _Toc66998734]BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. [bookmark: _Toc66998735]Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Menurut Sholiha dan Kuncoro (2014), keselamatan kerja adalah kondisi yang bebas dari risiko kecelakaan atau kerusakan atau kondisi dengan risiko yang relatif sangat kecil, dibawah tingkat tertentu. Keselamatan kerja bertujuan untuk menjaga keselamatan tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya, juga menjaga keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja.
Menurut UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, syarat-syarat keselamatan kerja untuk:
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikologis, peracunan, infeksi dan penularan;
i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; 
j. [bookmark: _GoBack]Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
Menurut Sholiha dan Kuncoro (2014), kesehatan kerja adalah suatu kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kesehatan kerja merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial yang memengaruhi kesehatan pekerja. Tujuan kesehatan kerja:
1. Memelihara dan meningkatkan setinggi-tingginya derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan, baik kesehatan fisik, mental ataupun sosial. 
2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja yang disebabkan oleh tindakan/kondisi lingkungan kerjanya.
3. Memberikan perlindungan bagi pekerja dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan dalam pekerjaannya.
4. Menempatkan dan memelihara pekerja disuatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis mereka.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012, dijelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak, atau dapat berdampak, pada kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja kontrak dan personel kontraktor, atau orang lain ditempat kerja) (OHSAS 18001, 2007).

2.2. [bookmark: _Toc66998736]Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Occupational Health and Safety Management System
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)/ Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) OHSAS 18001 adalah bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan mengelola risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001, 2007).
Menurut OHSAS 18001 (2007), persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, agar organisasi mampu mengendalikan risiko-risiko K3 dan meningkatkan kinerjanya. Secara spesifik persyaratan ini tidak menyatakan kriteria kinerja, ataupun memberikan persyaratan secara lengkap dalam merancang sistem manajemen. Persyaratan OHSAS 18001 dapat digunakan bagi organisasi yang berniat untuk:
1. Membuat suatu sistem manajemen K3 untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko kepada personel dan pihak-pihak terkait lain yang mungkin ditimbulkan oleh risiko K3 yang terkait dengan aktivitas kerja organisasi;
2. Menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen K3;
3. Menentukan persyaratan tersebut sesuai dengan kebijakan K3 yang ditetapkan;
4. Memperlihatkan kesesuaian dengan standar OHSAS:
a. Menentukan sendiri ketentuan dan deklarasi kesesuaian, atau
b. Mendapat konfirmasi kesesuaiannya oleh pihak lain yang mempunyai hubungan, misalnya pelanggan, atau
c. Mendapatkan persyaratan deklarasi sendiri oleh pihak luar, atau
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d. Mendapatkan sertifikasi/registrasi SMK3 oleh organisasi eksternal.


SIKLUS OHSAS 18001

1. Kebijakan K3	
ACT
PLAN
   CHECK 
 	DO
Implementasi dan Operasi
5. Sumberdaya, peran, tanggung jawab, tanggung gugat, dan wewenang.
6. Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian.
7. Komunikasi, Partisipasi, dan konsultasi.
8. Dokumentasi.
9. Pengendalian Dokumen.
10. Pengendalian Operasi.
11. Tanggap Darurat.
Pemeriksaan
12. Pengukuran Kinerja.
13. Evaluasi Pemenuhan.
14. Penyelidikan insiden, Ketidaksesuaian, koreksi, dan pencegahan.
15. Pengendalian rekaman.
16. Audit Internal.
Perencanaan
2. Identifikasi Bahaya, penilaian, dan
3. Pengendalian.
4. Persyaratan Legal dan lainnya.
5. Objektif dan Program K3.
17. Tinjauan Manajemen
Peningkatan Berkelanjutan


Gambar 2.1
Elemen Implementasi dari SMK3 menurut OHSAS 18001




Menurut Ramli (2010), lingkup penerapan SMK3 OHSAS 18001 berbeda antara suatu organisasi dengan lainya ditentukan oleh beberapa faktor antara lain:
1. Ukuran organisasi.
2. Lokasi kegiatan.
3. Kondisi budaya organisasi. 
4. Jenis aktivitas organisasi.
5. Kewajiban hukum yang berlaku bagi organisasi.
6. Lingkup dan bentuk SMK3 yang telah dijalankan.
7. Kebijakan K3 organisasi.
8. Bentuk dan jenis risiko atau bahaya yang dihadapi.

2.3. [bookmark: _Toc66998737]Tempat Kerja
Dalam UU NO.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
Pasal 13 dari UU No.1 Tahun 1970 menetapkan bahwa barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat pelindung diri yang diwajibkan (Suma’mur, 2009).

2.4. [bookmark: _Toc66998738]Bahaya
Bahaya adalah keadaan atau situasi yang potensial dapat menyebabkan kerugian seperti luka, sakit, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan kerja, atau kombinasi seluruhnya (Ramli, 2010). Menurut Budiono dkk (2003), potensi bahaya merupakan segala hal atau sesuatu yang mempunyai kemungkinan mengakibatkan kerugian baik pada harta, benda, lingkungan maupun manusia.
Menurut Deshmukh (2006), potensi bahaya sebagai sumber risiko khususnya terhadap keselamatan dan kesehatan diperusahaan akan selalu dijumpai, antara lain :
1. Potensi bahaya udara tercemar (Air Contaminants Hazards)
Secara umum, udara tercemar di tempat kerja berasal dari partikulat atau gas dan uap. Partikulat pencemar yang paling banyak adalah debu, fume, mists, aerosol dan fibres.
2. Potensi bahaya kimia (Chemical Hazards)
Bahaya senyawa kimia yang berbentuk padat, cairan gas, mists, debu, fume dan uap memiliki efek toksik terhadap inhalasi (pernafasan), absorpsi (kontak langsung dengan kulit), atau pencernaan (makanan atau minuman).
3. Potensi bahaya biologi (Biological Hazards)
Potensi bahaya biologi yang terdiri dari bakteri, virus, jamur dan organisme lainnya dapat menyebabkan infeksi akut dan kronis. Pekerjaan yang kontak langsung dengan hewan atau tumbuhan, pekerjaan dibinag laboratorium dan medis merupakan pekerjaan yang sering terpapar dengan bahaya biologi.
4. Potensi bahaya fisik (Physical Hazards)
Potensi bahaya fisik adalah radiasi, kebisingan, getaran, pencahayaan dan temperature.
5. Potensi bahaya ergonomi (Ergonomic Hazards)
Potensi bahaya ergonomi berasal dari pada cara, sikap dan posisi kerja yang tidak benar, fasilitas kerja yang tidak sesuai, dan faktor lingkungan kerja yang kurang mendukung. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas, efisiensi dan efektivitas pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya.
6. Potensi bahaya ruang terbatas (Confines-Space Hazards).
Potensi bahaya ruang terbatas terdiri dari kekurangan oksigen, gas beracun, gas mudah terbakar, bahan pelarut, dan lainnya.
7. Potensi bahaya kelistrikan (Electrical Hazards)
Listrik banyak digunakan diindustri atau tempat kerja lainnya. Potensi bahaya listrik dapat menyebabkan kebakaran/ledakan.
8. Potensi bahaya mekanik (Mechanical Hazards)
Contoh potensi bahaya mekanik adalah jatuh dari ketinggian dan lainnya.
Menurut Ramli (2010), potensi bahaya tersebut harus diidentifikasi atau yang sering disebut identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui potensi bahaya yang ada dilingkungan kerja. Ada 3 teknik identifikasi bahaya yang diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Teknik pasif
Bahaya dapat dikenal dengan mudah jika kita mengalaminya sendiri secara langsung. Cara ini bersifat primitif dan terlambat karena kecelakaan telah terjadi baru kita mengenal dan mengambil langkah pencegahan.
2. Teknik semi proaktif
Teknik ini disebut juga belajar dari pengalaman orang lain karena kita tidak perlu mengalaminya sendiri. Teknik ini kurang efektif karena:
a. Tidak semua bahaya telah diketahui atau pernah menimbulkan dampak kejadian kecelakaan.
b. Tidak semua kejadian dilaporkan atau diinformasikan kepada pihak lain untuk diambil sebagai pelajaran.
c. Kecelakaan telah terjadi yang berarti tetap menilmbulkan kerugian, walaupun menimpa pihak lain.
3. Teknik proaktif
	Teknik ini adalah metode terbaik karena mengidentifikasikan bahaya sebelum bahaya tersebut menimbulkan akibat atau dampak yang merugikan.
Tindakan proaktif memiliki kelebihan :
a. Bersifat preventif karena bahaya dikendalikan sebelum menimbulkan kecelakaan atau cedera.
b. Bersifat peningkatan berkelanjutan karena dengan mengenal bahaya dapat dilakukan upaya perbaikan.
c. Meningkatkan awareness semua pekerja setelah mengetahui dan mengenal adanya bahaya disekitar tempat kerjanya, dan
d. Mencegah pemborosan yang tidak diinginkan, karena adanya bahaya dapat menimbulkan kerugian.

2.5. [bookmark: _Toc66998739]Sistem Permit to Work  
Operasi pekerjaan tertentu memiliki risiko yang lebih tinggi dan membutuhkan kendali yang ketat. Dalam kondisi seperti ini kita perlu mengimpelementasikan sistem ijin kerja atau Permit to work. Prosedur surat izin kerja atau sistem Permit to work merupakan sistem otorisasi (pemberian hak) tertulis secara formulir digunakan untuk mengendalikan jenis-jenis pekerjaan tertentu yang memiliki potensi bahaya yang bersifat proaktif (Ridley, 2008).
2.5.1. [bookmark: _Toc66998740]Definisi Sistem Permit to Work 
Sistem Permit to work atau sistem ijin kerja adalah sistem tertulis resmi yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang diidentifikasikan sebagai pekerjaan yang berpotensi berbahaya. Ini juga merupakan sarana komunikasi antara manajemen instalasi/site, plant supervisor dan operator serta mereka yang melakukan pekerjaan (International Association of Oil & Gas Producers, 1993).
Hal-hal penting dari sistem Permit to work adalah :
a. Identifikasi dengan jelas siapa yang berwenang pada pekerjaan tertentu (dan ada batas-batas terhadap wewenangnya) dan siapa yang bertanggung jawab secara khusus untuk menentukan tindakan pencegahan apabila diperlukan,
b. Pelatihan dan instruksi terhadap isu dan penggunaan ijn kerja/Permit to work , 
c. Monitoring dan audit untuk memastikan bahwa sistem bekerja sebagaimana dimaksud,
d. Identifikasi dengan jelas tipe atau jenis pekerjaan yang berbahaya,
e. Identifikasi dengan jelas standard tugas/pekerjaan, penilaian risiko, ijin selama tugas/pekerjaan dan tambahan atau kegiatan bersama dan tindakan control (Health and Safety Executive, 2005).
Menurut Ridley (2008), dalam melaksanakan sistem Permit to work ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
a. Ada kejelasan tentang siapa:
1. Yang dapat memberi wewenang disetiap bagian
2. Yang bertanggung jawab untuk menentukan tindakan pencegahan yang diperlukan.
b. Pelatihan yang sesuai dan instruksi yang memadai sudah diberikan pada:
1. Pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Prosedur yang harus dipatuhi sehubungan dengan diterbitkan dan digunakannya sistem Permit to work tersebut.
c. Pekerjaan harus dipantau untuk memastikan prosedur dan metode yang telah ditetapkan sudah dipatuhi.

2.5.2. [bookmark: _Toc66998741]Tujuan Sistem Permit to Work 
Tujuan dari sistem Permit to work adalah menyakinkan bahwa perencanaan yang tepat dan mempertimbangkan risiko yang ada pada pekerjaan tertentu. Permit atau izin adalah dokumen tertulis dimana wewenang tertentu terdapat pada orang yang menyelenggarakan kerja dengan waktu dan tempat tertentu, serta yang menetapkan tindakan pencegahan utama yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan aman (International Association of Oil & Gas Producers, 1993). Tujuan dan fungsi dari sistem Permit to work dapat diringkas sebagai berikut :
a. Memastikan/menjamin otorisasi yang tepat dan sesuai untuk pekerjaan tersebut. Mungkin pekerjaan jenis tertentu, atau bekerja dalam wilayah tertentu, selain pekerjaan/pengoperasian secara normal.
b. Menjelaskan kepada mereka yang melaksanakan pekerjaan tentang identitas, sifat dan lingkup pekerjaan secara pasti, bahaya yang dihadapi dan setiap batasan cakupan pekerjaan atau tambahan wakatu yang diperbolehkan.
c. Menentukan tindakan pencegahan yang akan diambil termasuk isolasi dari risiko potensial seperti substansi berbahaya dan sumber energi.
d. Memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab dipabrik, area atau instalasi telah menyadari semua pekerjaan yang harus dilakukan.
e. Tidak hanya menyediakan pengendalian berkelanjutan tetapi juga menyediakan catatan tentang sifat pekerjaan, tindakan pencegahan yang diambil dan orang-orang yang terlibat didalamnnya.
f. Menyediakan display permit/izin yang sesuai.
g. Menyediakan prosedur ketika harus menghentikan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai.
h. Menyediakan prosedur atau rencana ketika melakukan pekerjaan yang mungkin berinteraksi atau mempengaruhi dengan beberapa aktivitas lainnya. 
i. Menyediakan prosedur hand-over ketika menggunakan ijin atau permit lebih dari satu shift atau ketika ada perubahan yang menandatangani permit to work.
j. Menyediakan prosedur serah terima formulir untuk memastikan bahwa bagian pabrik yang dipengaruhi oleh pekerjaan tersebut dalam kondisi aman untuk kembali berproduksi.

2.5.3. [bookmark: _Toc66998742]Jenis Permit to Work 
Menurut Health and Safety Executive (2005), jenis-jenis Permit to work adalah:
a. Izin Kerja Panas/Hot Work Permit (HWP).
Pekerjaan panas adalah pekerjaan yang melingkupi pekerjaan panas atau kontak dengan panas atau tangki, bejana, pipa, dan yang lainnya yang mengandung uap mudah terbakar, atau area dimana suhu dan tekanan udara yang mudah terbakar dihasilkan. Permit jenis ini biasanya digunakan ketika pengelasan atau pekerjaan lain yang menghasilkan bunga api. Biasanya permit ini berwarna merah atau garis tepi merah.
b. Izin Kerja Dingin/Cold Work Permit/General Permit.
Izin kerja ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang potensi bahayanya tidak terdapat di izin kerja panas/hot work permit. Biasanya permit ini berwarna biru atau garis tepi biru.

c. Izin kerja Masuk Ruang Terbatas/Confined Spaces Entry Permit.
Izin kerja ini digunakan untuk mengambil tindakan pencegahan dalam mengeliminasi paparan fume berbahaya atau kehabisan oksigen ketika seseorang akan memasuki daerah terbatas. Izin ini memastikan bahwa ruang atau area yang akan dimasuki pekerja bebas dari fume berbahaya atau gas mematikan lainnya. Biasanya permit ini berwarna hijau atau garis tepi hijau.
Menurut Government of Alberta (2011), selain jenis work permit diatas, beberapa perusahaan memiliki permit khusus untuk bahaya yang spesifik seperti:
a. Kondisi berbahaya.
b. Bahan radioaktif.
c. Bahan berbahaya beracun.
d. Penggalian.
e. Penyediaan bahan bakar.
Menurut Hadipoetro (2014), ijin kerja atau Permit to work tidak diperlukan pada saat:
a. Pekerjaan yang dilakukan di masing-masing plant pada sebagian pekerjaan.
b. Stasiun pemadam kebakaran.
c. Daerah latihan pemadam kebakaran.

2.5.4. [bookmark: _Toc66998743]Formulir Permit to work 
Menurut International Association of Oil & Gas Producers (1993), formulir izin kerja berisi mengenai informasi sebagai berikut:
a. Deskripsi pekerjaan,
b. Deskripsi lokasi,
c. Rincian peralatan kerja,
d. Rincian potensi bahaya,
e. Rincian tindakan pencegahan yang akan dilakukan, 
f. Rincian APD yang diperlukan selama melakukan pekerjaan,
g. Orang lain yang diizinkan,
h. Batas waktu permit,
i. Tanda tangan orang yang bertanggung jawab,
h. Tanda tangan orang yang mengeluarkan permit,
i. Tanda tangan ketika ketika terjadi pergantian shift kerja,
j. Keterangan bawah orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan telah melakukan pekerjaan selesai, atau belum selesai dan lokasi telah ditinggalkan dalam kondisi aman,
k. Tanda tangan orang yang mengeluarkan izin yang mengkonfirmasikan bahwa lokasi telah diperiksa dan peralatan telah dikembalikan atau isolasi dalam keadaan aman atau izin/permit dibatalkan.

2.5.5. [bookmark: _Toc66998744]Pelatihan dan Kompensasi 
Menurut International Association of Oil & Gas Producers (1993), sistem Permit to work yang baik adalah yang melindungi dan diketahui oleh orang yang menggunakannya. Hal ini penting diketahui oleh semua orang yang berkaitan dengan sistem Permit to work. Pelatihan ini direkomendasikan kepada mereka yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, yaitu:
a. Orang yang mengeluarkan permit,
b. Orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan,
c. Tenaga kerja.
Menurut International Association of Oil & Gas Producers (1993), Persyaratan pelatihan sistem Permit to work kepada orang yang mengeluarkan permit dan orang yang beranggung jawab terhadap pekerjaan seharusnya:
a. Mengikuti legislasi dan pedoman industri,
b. Kebijakan perusahaan, peraturan lokal dan prosedur,
c. Tanggung jawab,
d. Studi kasus kecelakaan atau near miss karena kegagalan mengikuti sistem Permit to work.
Untuk mengetahui kompetensi, seharusnya:
a. Merangkum hasil penilaian pelatihan
b. Pengalaman kerja yang sesuai
c. Rekomendasi diri
Orang yang mengeluarkan permit sebaiknya mampu menunjukan kemampuan dan kompetensi mereka seperti berikut ini :
a. Layout plant dan peralatan,
b. Proses ditempat kerja, seperti produksi, dan lainnya,
c. Potensi bahaya yang ditimbulkan,
d. Mengurangi bahaya sebelum Permit to work  dikeluarkan,
e. Tanggung jawab terhadap Permit to work ,
f. Persyaratan resmi yang berlaku,
e. Kebijakan perusahaan dalam menerapkan sistem Permit to work ,
f. Formulir yang berbeda dan rekaman terkait sistem Permit to work ,
g. Kemampuan berkomunikasi,
h. Persyaratan pergantian shift,
i. Tindakan darurat,
j. Persyaratan pelatihan terhadap pekerja,
k. Persyaratan audit dan monitoring.
Orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan sebaiknya mampu menunjukan kemampuan dan kompetensi mereka seperti berikut ini:
a. Potensi bahaya terkait kegiatan atau proses di plant
b. Persyaratan tindakan pencegahan sebelum memulai pekerjaan
c. Kebijakan plant menerapkan sistem Permit to work 
d. Rincian dokumen terkait permit
e. Tanggung jawab sebagai supervisor
f. Persyaratan pergantian shift
g. Tindakan darurat
h. Kemampuan komunikasi
i. Persyaratan pelatihan terhadap kerja dan tenaga kerja.
Seluruh tenaga kerja yang terkait dengan sistem Permit to work seharusnya menerima petunjuk spesifik prosedur yang diterapkan diinstalasi/plant dimana dia bekerja.

2.5.6. [bookmark: _Toc66998745]Komunikasi 
Menurut International Association of Oil & Gas Producers (1993), pentingnya komunikasi yang efektif dalam penerapan sistem permit to work harus diperhatikan. Berikut yang harus diperhatikan:
a. Orang yang meminta izin melakukan pekerjaan harus mengetahui sifat dasar dari pekerjaan, nomor pekerja yang melakukan kerja, perbedaan keterampilan dan peralatan kerja khusus yang diperlukan.
b. Orang yang mengeluarkan permit harus mengkomunikasikan dengan jelas bahaya di tempat kerja, tindakan pencegahan yang akan diambil.
c. Orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan seharusnya mengkomunikasikan kepada pekerja potensi bahaya dan tindakan pencegahan yang akan diambil apabila terjadi tindakan darurat, mengkomunikasikan kepada yang mengeluarkan permit apabila perubahan dalam bekerja yang membutuhkan perpanjangan Permit to work.

2.5.7. [bookmark: _Toc66998746]Tanggung Jawab 
Penerapan sistem Permit to work membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Selanjutnya dapat diidentifikasi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut (Hughes et.al,2009):
a. Site Manager
1. Memiliki tanggung jawab terhadap penerapan dan manajemen sistem Permit to work.
2. Menunjuk senior manager untuk bertindak sebagai senior authorized person.
b. Senior Authorized Person
1. Bertanggung jawab terhadap site manager untuk menerapkan dan melaksanakan sistem Permit to work.
2. Menetapkan pekerjaan yang membutuhkan penerapan sistem Permit to work.
3. Menjamin orang-orang yang bertanggung jawab untuk jenis pekerjaan supaya mengetahui atau memastikan bahwa pekerjaan yang membutuhkan penerapan sistem Permit to work harus selesai dibawah masa berlaku permit.
4. Menetapkan segala keperluan authorized person.
5. Menunjuk perwakilan apabila sewaktu-waktu ia tidak dapat melakukan tanggung jawabnya.
c. Authorized Persons
Orang yang bertanggungjawab (Authorized Persons) adalah orang yang memiliki kompetensi terhadap penerbitan permit dan memelihara permit, juga melakukan inspeksi ke lokasi atau area untuk memastikan bahwa kondisi dan saran tindakan pencegahan cocok dan aman untuk melakukan proses pekerjaan tersebut. Selain daripada itu, bersama dengan competent persons meninjau lokasi untuk memastikan bahwa plant atau peralatan sudah benar diidentifikasi dan competent person mengerti dan mengetahui permit tersebut. Pembatalan permit juga dilakukan oleh Authorized Persons. 
d. Competent Persons
1. Menerima Permit to work dari authorized persons.
2. Membaca Permit to work dan memastikan bahwa telah mengerti hingga pekerjaan akan selesai dan tindakan pencegahan yang akan dilakukan.
3. Memberitahukan bahwa mereka telah menerima Permit to work dengan menunjukkan dokumen terkait.
4. Memenuhi Permit to work dan memastikan bahwa segala pengawasan telah dilakukan dan dimengerti serta telah memahami tindakan pencegahan yang akan dilaksanakan.
5. Penyelesaian pekerjaan dan pengembalian Permit to work diberikan kepada authorized persons.
e. Operatives
Membaca dan memenuhi Permit to work dengan segala persyaratan dan melakukan pengawasan dibawah competent person.
f. Spesialists
1. Melakukan isolasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Menggunakan teknik dan peralatan yang cocok untuk pengawasan terhadap lingkungan pekerjaan, seperti area kerja yang kekurangan oksigen dan lain sebagainya.
3. Memberikan solusi kepada manager untuk melakukan pekerjaan dengan aman.
g. Engineers
Memastikan bahwa Permit to work sudah cocok dan sesuai dengan persyaratan.

h. Contractors
Sistem Permit to work seharusnya diaplikasikan oleh kontraktor dengan cara yang sama oleh personil. Kontraktor harus diberikan informasi yang cukup memadai dan pelatihan terkait sistem Permit to work dan tindakan pencegahan yang dipersyaratkan.

2.5.8. [bookmark: _Toc66998747]Dokumentasi 
Menurut International Association of Oil & Gas Producers (1993), sistem Permit to work termasuk prosedur yang kritis dan penting oleh karena itu penting untuk didokumentasikan. Dokumentasi sistem Permit to work sebaiknya:
a. Dikontrol.
b. Memiliki kepemilikan khusus.
c. Dapat diakses.
d. Secara berkala di review dan diperbaiki.
e. Menjadi standar saat audit. 

2.5.9. [bookmark: _Toc66998748]Monitoring, Audit dan Review
Menurut Health and Safety Executive (2005), monitoring diperlukan untuk mengontrol bahwa daerah sekitar tempat kerja aman. Hasil monitoring harus disimpan untuk keperluan audit. Monitoring biasanya dalam bentuk checklist. Sistem Permit to work seharusnya di review keefektifannya dan biasanya dalam bentuk checklist. Sistem Permit to work biasanya dilakukan oleh orang yang berkompeten. 

2.6. [bookmark: _Toc66998749]Tahap Penerapan Permit to Work 
Menurut International Association of Oil & Gas Producers (1993), ada 3 tahap dalam penerapan sistem Permit to work, yaitu:
1. Tahap Persiapan/Preparation Sistem Permit to work 
2. Tahap Proses/Process Sistem Permit to work 
3. Tahap Penyelesaian/Completion Sistem Permit to work 
2.6.1. [bookmark: _Toc66998750]Tahap Persiapan Permit to Work 
A. Koordinasi (Co-ordination)
Hal ini penting untuk menjamin aktivitas kerja yang harus menggunakan Permit to work sebagai perencanaan dan koordinasi untuk menghindari risiko dalam aktivitas yang dijalankan bersama. Koordinasi ini akan sangat baik dilakukan jika ada seseorang, biasanya manager instalasi untuk mengontrol dan mengembalikan Permit to work. Untuk beberapa instalasi, pendelegasian tanggung jawab ini mungkin dilakukan.
B. Perencanaan (Planning)
Perencanaan dalam mewajibkan Permit to work seharusnya menjamin bahwa tempat kerja tersebut:
a. Persetujuan yang tepat untuk bekerja
b. Semua orang yang bertanggung jawab diarea tersebut harus waspada dan dapat mengambil tindakan pencegahan apabila terjadi interaksi dengan pekerjaan lain.
c. Waktu yang cukup untuk mengidentifikasikan semua bahaya potensial, pelaksanaan tindakan pencegahan dan persiapan didalam tempat kerja. 
Salah satu teknik yang cukup efektif adalah penggunaan Job Safety Analysis.
C. Penilaian Bahaya (Hazard Assesment)
Merupakan salah satu elemen kritis dari Permit to work dalam tahap persiapan yang akan dilakukan adalah penilaian bahaya dari risiko yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Prinsip dalam melakukan penilaian bahaya adalah:
a. Rincian pekerjaan yang akan dilakukan seharusnya diperoleh dari tugas supervisor. Dengan pertimbangan pemberian tindakan alternatif keselamatan, masa waktu dan metode yang diperlukan dalam bekerja,
b. Proses dalam penilaian bahaya seharusnya dipertimbangkan mengingat bahaya yang berhubungan dengan material dan peralatan,
c. Pelatihan pekerjaan yang sulit seharusnya dinilai, jika diperlukan lakukan konsultasi terhadap pihak yang khusus menangani pekerjaan,
d. Dampak yang timbul dalam bekerja yang berefek terhadap lingkungan sekitar seharusnya dinilai. Bahaya potensial untuk pelaksanaan keselamatan terhadap lingkungan harus dipertimbangkan,
e. Dari penilaian bahaya, tindakan pencegahan dapat dilakukan sehingga pekerjaan berjalan dengan aman.
D. Tipe atau Kategori Kerja (Types/Categories of Work)
 Tipe atau kategori kerja yang menerapkan sistem Permit to work adalah jenis pekerjaan perawatan dan perbaikan, inspeksi,uji, konstruksi, pembongkaran, memodifikasi, dan cleaning. Tipe pekerjaan yang mendapat pengawasan sistem Permit to work adalah:
1. Hot Work adalah bekerja diarea dimana panas digunakan dan dihasilkan, contohnya adalah mengelas, menggerinda, dan lainnya.
2. Pekerjaan yang menghasilkan percikan bunga api atau sumber pembakaran lainnya.
3. Pekerjaan yang melepas hidrokarbon, termasuk melepas atau membuka pipa, peralatan atau material yang mudah terbakar dan beracun.
4. Kerja istrik/ electrical work.
5. Bekerja di area pengeboran/lepas pantai
6. Pekerjaan yang menggunakan substansi berbahaya, termasuk material radioaktif dan eksplosif.
7. Pekerjaan penggalian
8. Aktivitas menyelam
9. Pengujian tekanan
10. Bekerja dengan bahaya objek terjatuh
11. Pengoperasian pemeliharaan dengan sistem keamanan kritikal seperti deteksi gas dan kebakaran, pemeliharaan peralatan dan peralatan pemadam kebakaran.

E. Masa Berlaku (Life/Validity of permits)
Masa berlaku Permit to work tergantung dari kebutuhan pekerjaan atau, paling lama 7 hari. Beberapa perusahaan memilih masa berlaku Permit to work selama 1 shift. 
F. Isolasi (Isolation)
Prosedur isolasi adalah unsur penting dalam menerapkan metode dan integrity sistem keselamatan kerja. Setiap perusahaan mengembangkan prosedur isolasi tergantung dari pekerjaan dan risiko yang ditimbulkan. Berikut adalah poin tambahan yang harus dipertimbangkan dalam prosedur isolasi :
1. Isolasi yang kompleks harus direncanakan dan dicatat dalam sebuah denah kerja. Hal ini didiskusikan antara orang yang membuat izin dan orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut untuk menjamin isolasi mudah dimengerti dan disetujui dengan jelas.
2. Hal yang penting adalah standard isolasi adalah sesuai dengan tipe pekerjaan yang dilaksanakan, kondisi plant dan pengaruh lokal lainnnya.
3. Prosedur isolasi termasuk didalamnnya adalah sumber energi, contohnya mekanikal listrik, tekanan hidrolik dan lainnya.
4. Tanda atau nomor kunci seharusnya dicatat dalam formulir permit atau formulir terpisah.
5. Isolasi hanya dapat dilaksanakan dan diberhentikan atas instruksi dari orang yang mengeluarkan/menerbitkan permit.
6. Jika lebih dari satu tugas yang dilaksanakan didalam plant atau bagian peralatan, ada risiko dalam mengisolasi pekerjaan yang satu dan mengembalikan peralatan kembali ke dalam servis. Pengendalian yang harus dilakukan ditempat kerja untuk mencegah de-isolation dini dimana ada dua tugas yang terlibat. 
7. Jika pekerjaan tidak selesai dalam satu shift harus di periksa oleh kedua orang yang melaksanakan pekerjaan dan pemberi Permit to work untuk menjamin bahwa pekerjaan yang ditinggalkan dalam kondisi aman dan peralatan tidak bisa digunakan sampai semua pekerjaan sudah selesai.
8. Jika Permit to work berstatus suspended, maka status pada area kerja yang ditinggalkan harus terpajang di lokasi yang cocok, contohnya di control room dan isolasi dilakukan untuk menjamin tidak ada orang akan mengoperasikannya.
Semua orang yang berwewenang untuk melakukan isolasi harus memiliki kompetensi dan ditunjuk dengan catatan:
1. Memiliki kualitas yang sesuai.
2. Memiliki pengalaman didalam produksi.
3. Mengetahui instruksi khusus plant tersebut, metode isolasi dan lain sebagainya.
4. Untuk mengetahui pengetahuan mereka maka dilakukan pengujian.
G. Tindakan Pencegahan (Precautions)
Yang mengeluarkan permit dan orang yang bertanggung jawab yang terlibat lainnya bertugas mengingatkan ketika permit membutuhkan tindakan pencegahan. Hal ini mungkin terdapat didalam formulir atau pernyataan, atau mungkin checklist. Orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan seharusnya menjamin bahwa semua tindakan pencegahan dilaksanakan didalam pengoperasian. Jenis tindakan pencegahan didasarkan pada sifat pekerjan yang dilakukan. Secara garis besar adalah mengenai: 
1. Keamanan personil berupa APD digunakan atau dipakai.
2. Keamanan tempat kerja atau peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan (contohnya isolasi).
3. Keamanan tugas dilapangan, contohnya penahan percikan bunga api saat melakukan pengelasan.
H. Pengujian Gas (Gas Testing)
Persiapan Permit to work mungkin terlibat dengan benda mudah terbakar atau gas beracun atau kekurangan oksigen ditempat kerja. Kondisi seperti ini diperlukan pengujian gas. Orang-orang yang terlibat dalam pengujian gas ini adalah mereka yang sudah dilatih dalam penggunaan peralatan pengujian gas dan mampu menginterpretasikan hasil pengukuran. Hasil pengujian gas harus dicatat dan dimasukkan kedalam permit, jika terjadi perubahan selama pekerjaan berlangsung, permit harus diberhentikan.
I. Tanda Tangan (Signatures)
Sebelum melakukan pekerjaan, permit harus ditanda tangani terlebih dahulu agar permit tersebut boleh dilaksanakan. Sedikitnya yang mengeluarkan permit dan orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut harus menandatangani permit.

2.6.2. [bookmark: _Toc66998751]Tahap Proses Permit to work  
A. Display of Permit
Hal ini penting karena untuk menunjukkan permit kepada orang-orang yang membutuhkan atau mereka yang akan melaksanakan. Salinan permit seharusnya didistribusikan seperti berikut:
1. Tempat kerja, apabila hal ini tidak dapat dilaksanakan, orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut seharusnya memegang salinannya dan memastikan bahwa anggotanya sudah mengerti dengan permit tersebut.
2. Control room.
3. Permit issuer seharusnya memiliki salinan permit.
B. Revalidation
Permit to work dapat diperpanjang kembali ketika sudah mendapat persetujuan oleh permit issuer dengan kondisi permit to work yang asli tidak diubah dan pekerjaan tersebut di ijinkan untuk dilanjutkan. Reviladation biasanya dilakukan ketika satu shift sudah selesai tetapi pekerjaan belum selesai.
C. Suspension
Tindakan ini diperlukan jika ada pekerjaan dibawah sistem P.T.W yang harus dihentikan sebelum pekerjaan tersebut selesai, seperti:
1. Keadaan darurat,
2. Alasan operasional untuk mencegah berinteraksi dengan aktivitas yang lain,
3. Pekerjaan yang dilaksanakan hanya selama satu shift,
4. Menunggu material atau pelayanan.
Dalam beberapa keadaan ada yang mengharuskan permit dibatalkan untuk menjaga penerapan prosedur isolasi dalam jangka waktu yang lama. 
D. Shift hand-over
Pergantian shift rentan terjadi selama sistem P.T.W berlaku. Gagal menginformasikan atau tepat menginformasikan dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan yang terjadi.
Mengkomunikasikan informasi dapat dilakukan dengan:
a. Permit Log Book
b. Permit Files
c. Display Boards
d. Computer Screen/Print Out
E. Tidakan Darurat
Sistem permit to work seharusnya membuat ketentuan tentang tindakan darurat. Secara normal ada instruksi semua pekerjaan untuk menghentikan aktivitas bila dalam keadaan darurat.
F. Pemantauan (Monitoring)
Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan sistem permit to work. Pemantauan ini untuk menjamin/memastikan bahwa kondisi dimana izin kerja diberlakukan, izin kerja tersebut tidak berubah dan tindakan pencegahan yang tercantum di izin kerja tersebut masih dilaksanakan.

2.6.3. [bookmark: _Toc66998752]Tahap Penyelesaian Permit to work  
A. Pengambilan (Return of Permit to Work)
Setelah pekerjaan selesai, salinan permit to work harus dikumpulkan menjadi satu dan dikembalikan kepada permit issuer. Salinan harus ditanda tangani oleh permit issuer dan supervisor untuk mengindikasikan pekerjaan telah selesai dan inspeksi telah dilakukan ditempat kerja tersebut.
B. Inspeksi Lokal (Site Inspection)
Sebelum permit to work ditanda tangani, permit issuer atau perwakilan yang didelegasikan harus melakukan inspeksi terhadap tempat kerja untuk mengkonfirmasikan bahwa tempat kerja yang telah ditinggalkan dalam kondisi aman.
C. Cancellation of Overrides
Tindakan ini dilakukan ketika ada kebakaran atau deteksi gas/sistem proteksi didalam melanjutkan pekerjaan. Overrides dilakukan ditempat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tidak harus menunggu sampai pekerjaan selesai. Pembatalan override dinyatakan di permit.
D. Return to Services
Diperlukan prosedur formal ketika mengembalikan peralatan dibawah sistem. Prosedur permit to work ini mempertimbangkan sebagai berikut:
a. Peralatan ditempat kerja sudah lengkap.
b. Plant atau peralatan ditinggalkan dalam kondisi yang aman dan telah diverikasi oleh orang yang menandatangani permit tersebut.
c. Semua isolasi yang dilakukan telah dilepaskan atau dibatalkan, atau status dari isolasi tersebut telah diketahui personil operasional.
d. Personil Operasional bertanggung jawab diarea berdasarkan kemampuannya di produksi atau peralatan. 
E. Pencatatan
Sistem permit to work harus dibuat catatan dan disimpan oleh permit issuer selama periode waktu yang ditentukan. Bisa dengan log book permit yang memberikan keterangan dikeluarkannya permit tersebut. Periode penyimpanan permit biasanya 12 bulan.

2.7. [bookmark: _Toc66998753]Evaluasi 
2.7.1. [bookmark: _Toc66998754]Pengertian Evaluasi 
Menurut Arikunto (2010) Evaluasi sebagai proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk tercapainya tujuan.
Menurut Husni (2010) Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan.
Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.
2.7.2. [bookmark: _Toc66998755]Tujuan Evalusi
Menurut Arikunto (2010), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.
Tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah: 
a. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
b. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap prilaku hasil. 
c. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 
d. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.



























2.8. [bookmark: _Toc66998756]Kerangka Teori
Tahapan Rencana Permit to work
Output (Tahap Penyelesaian Permit to Work)
1. Penutupan permit
2. Dokumentasi
Proses (Tahap Proses Permit to Work)
1. Display of  permit
2. Revalidation
Input (Tahap Persiapan Permit to Work)
1. Koordinasi
2. Planning
3. Penilaian bahaya
4. Jenis PTW (HW, CW, CSE)
Peraturan Terkait
1. UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. PP No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
































Gambar 2.2. Kerangka Teori
Sumber: International Association of Oil & Gas Producers (1993)







2.9. [bookmark: _Toc66998757]Kerangka Konsep 
1. Tahap Persiapan / Preparation
Sistem Permit to work
2. Tahap Proses / Process
Sistem Permit to work
3. Tahap Penyelesaian / Completion
Sistem Permit to work


Penerapan Sistem Permit to work



[bookmark: _Toc66998758]BAB III METODE PENELITIAN 




Gambar 2.3. Kerangka Konsep


BAB III
METODE PENILITIAN

3.1. [bookmark: _Toc66998759]Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto (2013) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelediki keadaan, kondisi, situasi peristiwa dan kegiatan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016).
Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang penerapan sistem permit to work sebagai upaya pendukung pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. X tahun 2020.

3.2. [bookmark: _Toc66998760]Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1. [bookmark: _Toc66998761]Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah PT. X
3.2.2. [bookmark: _Toc66998762]Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dimulai pada bulan Juli 2020 - Februari 2021.

3.3. [bookmark: _Toc66998763]Subjek Penelitian
Informan dalam penelitian ini, berikut adalah latar belakang informan yang akan dimintai keterangan sebagai pendukung suksesnya penelitian yaitu:
a. Manager Health, Safety and Enviroment (HSE) PT. X karena lebih berwewenang dan bertanggung jawab atas prosedur Permit to work yang diterapkan di perusahaan.
b. Safety Administration Departement Health, Safety and Enviroment (HSE) PT. X karena lebih mengetahui tentang persiapan, proses dan penyelesaian permit to work serta dokumen-dokumen terkait sistem permit to work yang diterapkan diperusahaan.
c. Karyawan karena sebagai pelaksana dari sistem permit to work dalam tahap persiapan, tahap proses dan tahap penyelesaian.

Tabel 3.1. Karakteristik Informan
	Informan
	Jabatan
	Jumlah

	Informan 1
	HSE Manager
	1

	Informan 2
	HSE Administrasi
	1

	Informan 3
	HSE Officer
	1

	Informan 4, 5, 6
	Pekerja
	3




3.4. [bookmark: _Toc66998764]Variabel Penelitian dan Definisi Istilah 
3.4.1. [bookmark: _Toc66998765]Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017).
a. Input
Tahap persiapan yang meliputi :
1. Koordinasi
2. Perencanaan
3. Penilaian Bahaya 
4. Tipe atau kategori kerja
5. Masa berlaku
6. Isolasi 
7. Tindakan Pencegahan 
8. Pengujian gas
9. Tanda tangan
b. Proses 
Pelaksanaan Permit to work yang meliputi :
1. Display of permit
2. Revalidation
3. Suspension
4. Shift hand-over
5. Tindakan darurat
6. Pemantauan
c. Output
Hasil penyelesaian dari penerapan Permit to work yang meliputi :
1. Pengembalian
2. Inspeksi local
3. Cancellation
4. Return to sevices
5. Pencatatan

3.4.2. [bookmark: _Toc66998766]Definisi Istilah
Untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel diamati atau diteliti, maka variabel-variabel tersebut diberi batasan atau definisi istilah (Notoatmodjo, 2010).
Tabel 3.2. Definisi Istilah

	NO
	VARIABEL
	DEFINISI ISTILAH
	CARA UKUR
	ALAT UKUR
	HASIL UKUR

	INPUT

	1
	Tahap Persiapan
	Merupakan tahapan pertama dalam penerapan permit to work.
	Wawancara dan observasi lapangan
	Pedoman wawancara, lembar observasi dan telaah dokumen.
	3. UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
4. PP No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja


	a
	Koordinasi
	Menjamin aktivitas kerja yang harus menggunakan Permit to work sebagai perencanaan dan koordinasi untuk menghindari risiko dalam aktivitas yang dijalankan bersama.
	
	
	

	b
	Perencanaan
	Perencanaan untuk medapatkan sebuah permit to work.
	
	
	

	c
	Penilaian Bahaya
	Penilaian bahaya dari risiko yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
	
	
	

	d
	Tipe atau kategori kerja
	Tipe atau kategori kerja adalah jenis pekerjaan perawatan dan perbaikan, inspeksi, uji, konstruksi, pembongkaran, memodifikasi, dan cleaning.
	
	
	

	e
	Masa berlaku
	Masa berlaku Permit to work tergantung dari kebutuhan pekerjaan atau, paling lama 7 hari. Beberapa perusahaan memilih masa berlaku Permit to work selama 1 shift.
	
	
	

	f
	Isolasi 
	Dilaksanakan pemeliharaan/perbaikan yang akan menetukan sejumlah faktor contohnya tekanan potensi, sustansi berbahaya, kekurangan oksigen, perpindahan perlengkapan mesin.
	
	
	

	g
	Tindakan Pencegahan 
	Mengingatkan permit to work dengan mengidentifikasikan bahwa tindakan pencegahan diperlukan utuk mengizinkan proses kerja.
	
	
	

	h
	Pengujian gas
	Pengujian gas dilakukan jikak dalam pekerjaan mungkin terlibat dengan benda mudah terbakar atau gas beracun atau kekurangan oksigen ditempat kerja.
	
	
	

	i
	Tanda tangan
	Sebelum melakukan pekerjaan, permit harus ditanda tangani terlebih dahulu agar permit tersebut boleh dilaksanakan.




	
	
	

	PROSES

	2
	Tahap Proses
	Merupakan tahapan kedua dalam penerapan permit to work.
	Wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen
	Pedoman wawancara, lembar observasi dan telaah dokumen.
	1. UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. PP No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

	a
	Display of permit
	Setiap pekerrjaan harus mendapatkan salinan permit
	
	
	

	b
	Revalidation
	Perpanjang kembali ketika sudah mendapat persetujuan oleh permit issuer dengan kondisi permit to work yang asli tidak diubah dan pekerjaan tersebut di ijinkan untuk dilanjutkan.
	
	
	

	c
	Suspension
	Pekerjaan yang dilaksanakan dibawah sistem permit to work seharusnya dapat dihentikan sebelum pekerjaan tersebut selesai. (keadaan darurat, dll)
	
	
	

	d
	Shift hand-over
	Pergantian shift mengaharuskan adanya komunikasi terkait pelaksanaan permit to work.
	
	
	

	e
	Tindakan darurat
	Adanya ketentuan darurat yang dibuat dalam penerapan permit to work apabila dalam keadaan darurat.
	
	
	

	f
	Pemantauan
	Pemantauan sistem permit to work harus manjadi kegiatan berkesinambungan untuk memastikan bahwa kondisi dimana izin itu dikeluarkan tetap tidak berubah dan bahwa tindakan pencegahan pada izin tetap dipatuhi.
	
	
	

	OUTPUT

	3
	Tahap Penyelesaian

	Merupakan tahapan ketiga dalam penerapan permit to work.
	
	Pedoman wawancara, lembar observasi dan telaah dokumen.
	1. UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. PP No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

	a
	Pengembalian
	Setelah menyelesaikan pekerjaan, salinan pelaksanaan permit harus dikumpulkan menjadi satu dan dikembalikan ke pelaksana
	
	
	

	b
	Inspeksi local
	Penerbit izin atau perwakilan didelegasikan harus melakukan inspeksi tempat kerja untuk mengkonfirmasi bahwa tempat kerja yang telah ditinggalkan dalam kondisi aman.
	
	
	

	c
	Cancellation
	Tindakan yang dilakukan jika terjadi keadaan darurat untuk memberhentikan pekerjaan dan tidak harus menunggu pekerjaan tersebut selesai.
	
	
	

	d
	Return to sevices
	Harus ada prosedur formal untuk mengambaikan peralatan ke service yang prkrtjaan ada dibawah sistem permit to work.
	
	
	

	e
	Pacatatan
	Sistem permit to work harus dibuat catatan dan disimpan oleh permit issuer selama periode waktu yang ditentukan.
	
	
	



3.5. [bookmark: _Toc66998767]Pengumpulan Data 
Data merupakan sumber utama untuk memperoleh informasi yang jelas dari sebuah penelitian. Betapapun menariknya suatu permasalahan atau topik penelitian bila sumber datanya tidak tersedia, maka tidak akan punya arti karena tidak akan bisa diteliti dan dipahami. Dalam penelitian kualitatif sumber data didapat dari informan atau narasumber, peristiwa atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, rekaman, dokumen dan arsip (Arikunto, 2013).
3.5.1. [bookmark: _Toc66998768]Jenis Data
a. Data Umum 
1. Keadaan geografis
2. Struktur organisasi 
b. Data Khusus
1. Jumlah tenaga kerja
2. Pembiayaan
3. Peraturan terkait permit to work.
4. Sarana dan prasarana

3.5.2. [bookmark: _Toc66998769]Sumber Data
a. Data Primer
Diperoleh secara langsung pada saat kegiatan observasi, meliputi:
1. Wawancara mendalam
2. Pengamatan langsung mengenai permit to work

b. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer adalah berdasarkan studi literatur.
1. Peraturan terkait permit to work
2. Data kondisi geografi
3. Data sumber daya manusia
4. Data sarana dan prasarana

3.5.3. [bookmark: _Toc66998770]Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2004) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
a. Wawancara Mendalam
Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti kepada pihak terkait permit to work di PT. X. 
b. Observasi Lapangan 
Observasi dilakukan dengan meninjau langsung kelapangan untuk melihat proses permit to work.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yang dimaksud adalah melakukan pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, baik berupa laporan catatan, berkas atau bahan tertulis lainnya dari pihak yang berkopeten yang merupakan dokumen resmi yang relevan dengan ruang lingkup penelitian dan dapat dijadikan referensi.
d. Studi Pustaka 
Pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepustakaan melalui buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
e. Triangulasi
Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3.5.4. [bookmark: _Toc66998771]Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peniliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen penelitian adalah angket, ceklis, atau daftar centang, pedoman wawancara (Arikunto, 2006).
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini:
a. Panduan Wawancara
	Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dari wawancara secara struktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2004).
b. Panduan Review Dokumen
	Review dokumen yang dilakukan dengan menggunakan data terkait pengambilan keputusan berupa kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Tujuan panduan review dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dokumen yang terkait dengan permit to work di PT. X.
c. Panduan Observasi
	Menurut Nasution (1998) dalam Sugiyono (2010), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, sehingga data dan fakta dapat diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui proses permit to work di PT. X.
d. Tape Recorder
	Alat yang digunakan untuk merekam dan memainkan ulang audio yang sudah terekam pada alat tersebut. Pada penelitian tape recorder digunakan untuk merekam pada saat wawancara mendalam dengan informan agar tidak terjadi kekeliruan dalam mendapatkan sumber informasi dan penarikan kesimpulan, selain itu hasil rekaman dapat menjadi bukti dari penelitian.

3.6. [bookmark: _Toc66998772]Prosedur Pengolahan Data
Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan. Data yang sudah ada dapat diolah dan dilaksanakan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisa data, dapat kembali lagi kelapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Sugiyono (2016), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa teman sesuai fokus penelitian.
a. Reduksi Data
Tahap awal yang dilakukan dalam reduksi data dengan memilah data baik data primer maupun data sekunder kedalam bagian-bagian sesuai dengan kode pertanyaan yang sama. Data yang tidak digunakan kemudian dieliminasi agar tidak mempersulit proses penelitian.
b. Penyajian Data
Setelah dilakukan pemilahan data terhadap data yang telah terkumpul langkah selanjutnya yaitu menyusun data tersebut dalam kalimat-kalimat yang berguna untuk menjelaskan hasil peneliti. Data yang sesuai pembahasan kemudian disusun secara sistematis dalam paragrap dan juga tabel serta bagan yang dapat mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian yang dilakukan. Penyajian data menggunakan teknik triangulasi meliputi triangulasi sumber, metode, penyelidikan dan teori yang nantinya akan dibuat dalam mentuk perbandingan tabel untuk membandingkan hasil antara data satu dan data lainnya untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi.
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengambil kesimpulan dengan data-data yang telah ditampilkan dan dibandingkan. Dari data yang ditampilkan akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan rumusan masalah diawal.

3.7. [bookmark: _Toc66998773]Prosedur Analisa Data
Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode, atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (V. Wiratna Sujarweni, 2014). 
Uji penelitian ini dilakukan dengan pendekatan triangulasi data kualitatif. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen.
Menurut Denzim dalam Moleong (2004), Triangulasi terdiri dari: 
a. Triangulasi sumber (data) yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.
b. Triangulasi metode yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
c. Triangulasi penyelidikan yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
d. Triangulasi teori yaitu berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.

Dari empat macam teknik triangulasi ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (data) dengan mengembangkan cross-check data dengan fakta dari sumber lainnya dengan memasukkan kategori informan menggunakan kelompok informan berbeda kemudian mengidentifikasi variabel dan melakukan hubungan variabel, triangulasi metode pengumpulan data dengan informasi dari wawancara dengan informan sebagai sumber data, dikonfirmasikan dengan sumber lain seperti data-data dokumentasi dan hasil observasi, triangulasi penyeledikan peneliti melakukan penyelidikan dengan observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dalam suatu permasalahan dan triangulasi teori yaitu peneliti membandingkan hasil temuan dan data sesuai dengan teori agar dapat mendapatkan hasil kepercayaan yang tepat.

3.8. [bookmark: _Toc66998774]Jadwal Penelitian
Sesuai dengan kalender akademik FIKes Ibnu Sina Batam penelitian ini di mulai pada bulan Juli 2020 – Februari 2021 dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

	NO
	KEGIATAN
	2020
	2021

	
	
	JUL
	AGS
	SEP
	OKT
	NOV
	DES
	JAN
	FEB

	1
	Penulisan dan konsul skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pendaftaran sidang skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sidang skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Pengumpulan draft revisi skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Penulisan dan konsul skripsi 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pendaftaran sidang skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Sidang skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Pengumpulan draft revisi skripsi
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[bookmark: _Toc66998775]BAB IV HASIL PENELITIAN
BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1. [bookmark: _Toc66998776]Gambaran Umum Lokasi Kegiatan
Perseroan didirikan pada tanggal 23 Agustus 1983 dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan berkedudukan hukum di Batam, Indonesia. Kantor Pusat dan Pabrik Perseroan berlokasi di Jl. Hang Kesturi I Nomor 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam, Indonesia.
Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dibidang perdagangan dan industri, pemberian jasa dibidang industri minyak & gas bumi dan pertambangan. Jenis pekerjaan yang memerlukan permit to work di PT. X yaitu cool work, hot work, radiography dan confined space.
A. VISI 
Sebagai perusahaan kelas dunia yang memproduksi Oil Country Tubular Goods (OCTG), memaksimalkan keuntungan Pemegang Saham dan memperbaiki kehidupan masyarakat.
B. MISI 
Berkembang dan berkompetisi secara berkesinambungan 
1. Mencapai kinerja operasional yang unggul
2. Mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal harga, kualitas dan ketepatan waktu pengiriman
3. Berinovasi dan berinvestasi dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan (R&D)
4. Memaksimalkan keuntungan pemegang saham
5. Mengekspor produk-produk berkelas dunia
Melaksanakan tanggung jawab sosial
1. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan karyawan
2. Menyediakan lingkungan kerja yang baik
3. Membina dan memotivasi karyawan
4. Melaksanakan CSR berkualitas bagi masyarakat setempat
5. Memberikan kesempatan kepada pemasok lokal dan sub-kontraktor
Melestarikan lingkungan 
1. Menjadi pemuka dalam masalah lingkungan dan mencegah segala jenis pencemaran, menghemat penggunaaan air dan menetralisir limbah
2. Menggunakan teknologi yang bersih dan aman
3. Mengurangi emisi karbon dan pembuangan limbah
4. Menggunakan energi secara efisien

4.2. [bookmark: _Toc66998777]Karakteristik Informan 
Tabel 4.1.
Karakteristik Informan

	No
	Informan
	Jenis Kelamin
	Pendidikan Terakhir
	Jabatan

	1
	Informan 1
	Laki-Laki
	Strata 2
	HSE Manager

	2
	Informan 2
	Perempuan
	Strata 1
	HSE Administration

	3
	Informan 3
	Laki-Laki
	Strata 1
	HSE Officer

	4
	Informan 4
	Laki-Laki
	SLTA
	Pekerja

	5
	Informan 5
	Laki-Laki
	SLTA
	Pekerja

	6
	Informan 6
	Laki-Laki
	SLTA
	Pekerja



	Pengambilan data dilakukan dengan melakukan metode wawancara mendalam (lembar wawancara), observasi lapangan (table ceklis) dan telaah dokumen. Pertanyaan diajukan kepada informan dengan memberikan pertanyaan terkait pelaksanaan Permit to work di PT. X sesuai dengan identitas informan tersebut.

4.3. [bookmark: _Toc66998778]Hasil Penelitian 
4.3.1. [bookmark: _Toc66998779]Gambaran Umum Permit to Work 
Safety permit dan sistem Permit to work memiliki sasaran (goal) yang sama untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, mencegah terjadinya cidera baik terhadap manusia (pekerja) dan kerusakan peralatan yang digunakan. Keduanya merupakan sebuah dokumen untuk mengendalikan risiko bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan kerugian secara administratif serta memastikan dipatuhinya prosedur kerja aman. Sesuai dengan best practice di perusahaan oil and gas, safety permit dan sistem Permit to work terdapat perbedaan pada tahap implementasinya. System Permit to work merupakan sebuah prosedur kerja aman yang menjamin kondisi keamanan dan keselamatan kerja terkait dengan sistem dilakukan secara tepat. Sedangkan safety permit merupakan bagian dari Permit to work System yang berbentuk dokumen Risk Assessment berupa formulir check list, Job Safety Analysis (JSA) berdasarkan jenis pekerjaan dan risikonya.



4.3.2. [bookmark: _Toc66998780]Input
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. X Tahun 2020, maka didapat hasil dari aspek tahap persiapan sistem permit to work sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Hasil Wawancara Mendalam, Observasi dan Telaah Dokumen Terkait Tahap Persiapan dalam Penerapan Permit to work di PT. X

	PERTANYAAN
	HASIL OBSERVASI
	HASIL TELAAH DOKUMEN

	1. Bagaimana koordinasi dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Adanya koordinasi permit to work oleh safety officer dan pekerja sebelum melakukan pekerjaan.
	Koordinasi terkait perijinan proses safety permit ini secara jelas menyebutkan waktu dan tanggal berlaku, safety permit telah ditandatangai oleh safety officer dan pihak pelaksana pekerjaan. Hasil untuk tahap koordinasi berupa pengisian lampiran pada permintaan ijin kerja dan persetujuan ijin kerja oleh bagian K3.

	Informan 1
	“koordinasi nya yaa,bisa dibilang sudah bagus ya, karena kita melibatkan semua karyawan untuk menjalankan permit to work ini, baik itu foreman, supervisor dan karyawan,  yang mana sebagai koordinatornya adalah safety officer yang memastikan permit to work berjalan”
	
	

	Informan 2
	“ untuk koordinasi itu, jadi sebelumnya pada saat kita induction aaa, di induction itu kan sudah ada ditentukan posisi nya apa, kemudian kalau posisinya ee yang berkaitan dengan penerapan permit seperti mungkin dari foreman, supervisior kemudian saya sendiri sebagai safety adminnya itu pasti akan setalah induction akan diberikan eee training mengenai permit dan itu berdasarkan prosedur permit kita yang ada di pt. x ini itu yaa jadi ee prosedur permit itu diketahui ketika kita diberikan training  permit to work itu
	
	

	Informan 3
	“koordinasinya sudah bagus yaa, karena kita sebelum melakukan pekerjaan di lapangan pasti foreman sudah open PTW terlebih dahulu lalu PTW itu di tempel di safety board agar dapat dibaca oleh seluruh karyawan yang akan melakukan pekerjaan tersebut”
	
	

	Informan 4
	“kalau bicara koordinasi, disini di PT. ini sudah bagus ya pak, karena kita di awal ada safety induction dulu, trus pelatihan sebentar sekitar 1 atau 2 jam gitu untuk membahas permit to work ini bagaimana prosesnya, cara cara open dan close nya, jadi saya rasa sudah oke pak koordinasinya”
	
	

	Informan 5
	“kalau menurut saya koordinasi PTW di PT ini sudah bagus ya, karena kita di awal di kasi tau kalau sebelum memulai pekerjaan kita itu harus ada ptw dulu, jadi kalau tidak ada ptw ya kita belum boleh bekerja pak”
	
	

	Informan 6
	“bagus ya koordinasinya karena sebelum bekerja kita pasti ada toolbox meeting dulu pak, nah disitu di bahas la tentang PTW itu, apa apa saja bahaya bahaya nya di pekerjaan kita , apa apa saja pelindung diri yang dibutuhkan”
	
	

	2. Bagaimana perencanaan dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Adanya perencanaan dalam proses permit to work terkait identifikasi semua potensi bahaya, tindakan pencegahan dan persiapan untuk melakukan pekerjaan di tempat kerja, namun dalam perencanaan tersebut belum sepenuhnya menggunakan Job Safety Analysis
	Pada tahap perencanaan adanya lembar check list terkait rencana lokasi kerja, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, APD yang diperlukan, jenis peralatan yang digunakan serta jenis bahaya yang ditimbulkan dan pencegahannya.

	Informan 1
	“ untuk perencanaan, pastinya sudah di rencanakan dan di terapkan, karena PTW ini merupakan dokumen wajib yang harus di laksanakan penerapannya, kenapa harus ada permit to work sistem ini, itu karena safety ini kan dia ada eee berdiri, dia harus di buat oleh perusahaan, atau disini disebut utiholder ya karena terdiri dari apa namanya badan hukum ya, ada faktor hukumnya, safety kalau kita bicara dengan safety dulu, safety itu kan ada karena ada ee morality ya faktor moral, kemudian ada faktor law hukum disitu dan yang terakhir adalah faktor ekonomi, jadi salah satu permit to work itu dasarnya kenapa bisa ada kenapa bisa muncul karena itu memang dasar ada hukumnya disitu, ada ada faktor hukum yang yang menentukan bahwa harus ada izin daripada pekerjaan itu sebelum dilakukan”
	
	

	Informan 2
	“kalau perencanaan pasti ada ya pak, karena ptw ini adalah dokumen yang harus ada sebelum dilakukannya sebuah pekerjaan, dan juga diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 70 kalau tidak salah di  pasal 9 ya itu”
	
	

	Informan 3
	“oke kalau untuk perencaan sudah ada ya, dan sudah dilakukan penerapannya, dan sudah berjalan sekarang”
	
	

	Informan 4
	“ yaa untuk perencanaan sudah ada pastinya pak, soalnya kan udah ada ptw nya sudah berjalan, setiap 7 hari sekali kita pasti open ptw lagi di safety”
	
	

	Informan 5
	“ perencanaan penerapan ptw nya sudah bagus pak, karena di ptw nya itu sudah ada tertera bahaya bahaya apa saja yang ada di pekerjaan kita itu, jadi kita bisa lebih waspada pak dalam melakukan pekerjaan kita”
	
	

	Informan 6
	“perencanaannya sudah ada pak, penerapannya juga sudah oke, karena ptw nya sudah diterapkan pak, tiap hari sebelum bekerja kita pasti selalu diingatkan agar berhati hati dalam bekerja, bekerja harus mngikuti prosedur prosedur yang ada agar tidak terjadinya kecelakaan”

	
	

	3. Bagaimana penilaian bahaya dalam penerapan Permit to work di PT. X dan siapa yang berperan dalam hal tersebut ?
	Adanya penilaian bahaya untuk tiap-tiap pekerjaan seperti bahaya paparan bahan kimia, listrik serta jenis bahaya potensial lainnya.
	Penilaian bahaya dilakukan sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Penilaian bahaya tertuang dalam form inspeksi untuk permit to work tergantung jenis pekerjaannya. Pada saat penilaian bahaya juga akan disertakan pencegahan jika kemungkinan buruk terjadi.

	Informan 1
	“biasa kita penilaian bahaya tim HSE langsung sih terus penilaian bahaya di lakukan pertama dengan cara yaitu eee, dengan mengidentifikasi kan apa apa saja yang menjadi hazard yang akan menyebabkan kecelakaan kerja, baik itu secara fisik, kimia,elektik, dan lain sebagainya, serta dampaknya untuk kelingkungan itu bagaimana, dari setiap proses pekerjaan tersebut, selanjutnya setelah mengidentifikasi hazard yaitu menilai resiko, dan menentukan pengendalian akan bahaya dan risiko yang sudah dinilai, ya itu gunanya dan itu semua yang sudah di identifikasi ya dicantumkan di dalam permit to work , dan permit to work ini digunakan khususnya pada pekerjaan atau activity yang high risk”
	
	

	Informan 2
	“kalau penilaian bahaya langsung dari HSE barengan dengan foremennya. untuk penilaian bahaya pertama kita kelompokan dulu dia itu pekerjaan yang seperti apa, lalu kita minta supervisor untuk menjelaskan ke pada kita bagaimana rincian pekerjaan tersebut, lalu yaa kita identifikasi tu apa apa saja yang menjadi sumber bahaya dari setiap rincian pekerjaan itu, lalu setelah kita identifikasi, kita lakukan penilaian pada sumber bahaya tadi apaah high risk, medium atau low risk, lalau kita cari bagaimana pencegahan nya agar bahaya tadi tidak menjadi sebuah kecelakaan kerja, lalu setelah itu kita cari pegedaliannya, apd yang harus digunakan apa saja, lalu setiap  pekerja memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk dia, eeee, pekerja itu harus betul betul menyadari bahwa kalau misalnya ada bahaya disekitarnya dia harus melaporkan menyampaikan yaa, menyampaikan bahwa itu ada bahaya nah itu kan ada di dalam item di dalam PTW yang menjelaskan bahwa ini item item yang sudah diidentifikasi bahaya nya apa, lebih terperinci lagi didalam risk asssement, makanya dimana ada PTW selalu ada risk Assement yaa, risk assement itu bisa terdiri dari HIRA dari HAZIP, dari JOB SAFETY ANALISIS, macam macam dari HAZOP ya”
	
	

	Informan 3
	“penilaian bahaya dilakukan foremen dan didampingi HSE untuk menganalissi bahaya yang mungkin timbul dan untuk penilaian bahaya satu kita identifikasi dulu sumber bahaya yang ada dipekerjaan, setelah itu kita nilai resikonya,dampak apa saja yang timbul,eee lalu habis tu kita ya kendalikan bahaya nya”
	
	

	Informan 4
	“penilaian bahayanya sudah ada pak di buat sama safety yang bekerja sama dengan supervisor dan pekerja lapangan, kira kira apa saja yang akan menjadi bahaya apabila kita melakukan pekerjaan tersebut, lalu setelah itu kita analisa bahaya tadi dan bagaimana pengendalian bahaya tadi, lalu apa saja APD nya gitu pak” 
	
	

	Informan 5
	“yang nilai sih kita barengan orang HSE. kalau penilaian bahaya nya pak, ada pak, ada JSA juga disitu, itu semua yang terkait dengan pekerjaan kita di lapangan tertera semua didalam JSA kita pak”
	
	

	Informan 6
	“eemm penilaian bahayanya ada pak, kan udah ada tu di JSA nya di PTW nya sudah tertera pak, jadi pasti sudah ada penilaian bahaya pastinya pak. Kalay yang nilai kita sama HSE lah pak salig kordinasi”

	
	

	4. Tipe pekerjaan yang seperti apa yang memerlukan Permit to work di PT. X ?
	Berdasarkan hasil observasi jenis pekerjaan yang memerlukan permit to work seperti confined space, hot working, cold working pekerjaan pada ketinggian, lifting, electrical work.
	Dalam form Permit to work jenis pekerjaannya meliputi confined space, hot working, cold working dan radiography.

	Informan 1
	“pekerjan yang memerlukan permit to work yaitu yang jelas yang memiliki high risk ya pastinya, eemm pekerjaan itu seperti confined space, hot working,cold working, pekerjaan pada ketinggian, lifting, electrical work, tetapi yang untuk electrical kita lihat lagi jenis pekerjaannya, kalau pekerjaanya high risk contohnya seperti repair panel, repair alat overhead crane nah itu wajib pakai PTW, tapi kalau kerjaanya kayak hanya sebatas benerin sambungan kabel di office atau pasang cctv gitu gak pake PTW, cukup pake IC card saja”
	
	

	Informan 2
	“ kalau di sini secara general jenis pekerjaan nya itu pake PTW hot dan  cold working, confined space dan lifting, dan juga pada pekerjaan ketinggian juga wajib pakai PTW”
	
	

	Informan 3
	“tipe pekerjaan seperti hot working, confined space, lifting, dan ketinggian, oh iya dan juga cold working juga pakai PTW pak”T
	
	

	Informan 4
	“pada tipe pekerjaan panas pak, trus pekerjaan lifting, angkat angkut, pada pekerjaan ketinggian, pekerjaan listrik teruss ee pekerjaan di ruang terbatas pak”
	
	

	Informan 5
	“tipe pekerjaannya ya pak, yang pekerjaan panas pak, lalu pekerjaan confined space, emm pada pekerjaan electrical, lalu apalagi yaa, hmm pada pekerjaan pekerjaan lifting juga pak”
	
	

	Informan 6
	“tipe pekerjaan yang menggunakan PTW itu pak, ada pekerjaan panas, pekerjaan diketinggian, pekerjaan listrik, pekerjaan di ruang tebatas, dan pekerjaan lifting pak”
	
	

	5. Berapa lama masa berlaku Permit to work di PT. X ?
	Adanya masa berlaku yang tercantum dalam form.
	Adanya masa berlaku yang tercantum dalam form.

	Informan 1
	“kalau untuk long life permit itu sendiri itu 7 hari menurut OHSA standard dalam 7 hari dia ada validasi”
	
	

	Informan 2
	“permit itu masa berlakunya 7 hari, ketika sudah lebih dari 7 hari harus di close dan dikembalikan ke HSE departemen”
	
	

	Informan 3
	“permit kita itu berlaku 7 hari, setelah 7 hari kita informasikan yang sudah kita trainingkan bahwa supervisior 7 hari sudah close permit dia langsung datang ke HSE untuk mengambil permit yang baru di change, permitnya harus diganti yaitu karena masa validasinya 7 hari sudah habis diganti yang baru dengan nomor permit register yang baru”
	
	

	Informan 4
	“ biasanya kita pake ee seminggu yaa, 7 hari ya”
	
	

	Informan 5
	“ ada pak, kalau kebetulan di tempat kita ini itu 6 hari atau 7 hari la gitu, 7 hari lah”
	
	

	Informan 6
	“itu masa berlakunya 7 hari pak”
	
	

	6. Bagaimana isolasi dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Prosedur isolasi pada lampiran Permit to work yaitu berupa sistem Log Out Tag Out (LOTO) dengan pemasangan kunci dan tanda peringatan pada peralatan kerja di area PT. X namun terkadang implementasi dalam penerapan LOTTO belum sepenuhnya berjalan dan sesuai.
	Pada form permit to work akan diberi catatan pada pekerjaan yang membutuhkan isolasi berupa sistem Log Out Tag Out (LOTO) dengan pemasangan kunci dan tanda peringatan

	Informan 1
	“Emm isolasi itu dilakukan tergantung dengan pekerjaan apa yang akan dilakukan karena disetiap pekerjaan memiliki risiko pekerjaan yang berbeda –beda kan, jadi pertama kita harus menentukan daerah kerja mana yang akan diisolasi, misalnya daerah yang memiliki sumber energi, lalu setelah itu kita beri nomor kunci atau tanda peringatan agar mudah dimengerti oleh pekerja dilapangan seperti itu”
	
	

	Informan 2
	“untuk isolasi kita juga ada itu, kita beri tanda agar untuk menjamin bahwasanya para pekerja tidak memiliki tanggung jawab pekerjaan tersebut kedaerah situ”
	
	

	Informan 3
	“kalau isolasi dalam penerapan permit itu ada ya, kita pasang itu tanda tanda pada alat-alat yang memiliki sumber bahaya, agar pekerja kita mudah mengerti bahwasanya disitu ada bahaya”
	
	

	Informan 4
	“Emm, isolasi dalam penerapan PTW ini bisa kita lihat misalnya dalam suatu pekerjaan tersebut terdapat sumber bahaya electrical ada sumber listrik disitu nah itu kita harus lakukan isolasi daerah agar tidak dilalui oleh pekerja”
	
	

	Informan 5
	“ada ya pak, kayak ada tanda tanda peringatan gitu di lapangan bahwasanya lokasi tersebut ada bahaya nya”
	
	

	Informan 6
	“ ada pak, diberi tanda gitu pak di suatu daerah yang rawan tersebut”
	
	

	7. Tindakan pencegahan yang bagaimana yang diterapkan dalam Permit to work di PT. X ?
	Penggunaa APD oleh pekerja, adanya rambu peringatan dan kelengkapan pendukung keselamatan jika terjadi kondisi darurat
	Pada form permit to work ada penilaian bahaya dan disertakan pencegahan dari jenis bahaya yang ditimbulkan. Seperti penggunaan APD, pemberian rambu peringatan.

	Informan 1
	“baik, kalau pencegahan itu, pencegahan untuk terjadinya kecelakaan kerja ya yaa, ya seperti yang terlampir di dalam PTW, terdapat berupa jenis APD yang harus digunakna dalam melaksanakan pekerjaan itu, lalu seperti tadi tu kita lakukan pen isolasian tempat kerja atau peralatan, jalur evakuasi, assembly point , sirine peringatan apabila terjadi keadaan darurat”
	
	

	Informan 2
	“pencegahan yang dilakukan, misalnya seperti penyediaan APD untuk para pekerja agar terlindung dari paparan bahaya, lalu kita buat ada tanda tanda peringatan peringatan gitu, agar karyawan aman “
	
	

	Informan 3
	“eemm kalau pencegahan kita lakukan upaya penyediaan APD untuk digunakan dan dipakai agar karyawn terlindungi dari paparan debu, panas dan lain lain atau pun sumber bahaya yang ada dilapangan”
	
	

	Informan 4
	“pencegahannya salah satunya yaitu isolasi tadi, lalu kita ada pakai apd dalam melakukan pekerjaan, kita lakukan toolbox meeting sebelum melakukan pekerjaan”
	
	

	Informan 5
	“ee pencegahannya yaitu kita pake apd dalam bekerja, terus kita harus ikut aturan safety yang telah di buat dan selalu waspada terhadap bahaya- bahaya yang ada karena safety telah membuat tanda-tanda peringatan yang mudah di pahami oleh para oekerja dilapangan”
	
	

	Informan 6
	“ada pak pencegahannya kita pake APD pak, untuk terlindung dari debu kita pake masker, terus pake helm, kaca mata , sarung tangan, sepatu safety pak”
	
	

	8. Kapan pengujian gas dilakukan dan bagaimana dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Berdasarkan hasil observasi kegaitan pengujian gas dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dala bidang tersebut dan pengujian gas dilakukan pada saat bekerja di confined space. Namun pada pelaksanaanya dilakukan oleh pihak yang belum tersertifikasi untuk pengecekan gas. 
	Pengujian gas tertera dalam form permit to work dan hasil dari pengujian tersebut juga harus disertakan apakah pengujian gas sudah dilaksanakan dengan batas yang dapat di terima atau tidak. Jika tidak maka pekerjaan tidak dapat dilaksankan.

	Informan 1
	“pengujian gas tergantung sih kalo emng ada pekerjaan yang memerlukan pengujian gas ya kita lakukan. Tapi sekarang belum ada pekerjaan yang mengahruskan pengujian gas”
	
	

	Informan 2
	“pengujian gas akan kita lakukan kalau ada pekerjaan confined space. Tahun ini sih kita belum ada pengecekan gas”
	
	

	Informan 3
	“iya ada pengecekan gas kalau emang dibutuhin. Yang ngelakuin pengecekan kita sendiri”
	
	

	Informan 4
	“iya ada pengecekan gas”
	
	

	Informan 5
	“ada kok kita pengecekan gas, biasa orang safety yang cek”
	
	

	Informan 6
	“iya pengecekan gas tergantung pekerjaanya sih. Kalau emang diperlukan sebelum mulai pekerjaan dicek dulu”
	
	

	9. Siapa sajakah yang berwenang untuk tanda tangan dan menyetujuin Permit to work di PT. X ?
	Adanya tanda tangan sebagai verifikasi dan pertanggung jawaban atas pekerjaan.
	Pada form permit to work ada tiga tanda tangan yaitu foreman, supervisor dan construction manager/contruction engineer.

	Informan 1
	“yang berwenang untuk menanda tangani PWT adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, yaitu HSE, supervisor, dan pekerja”
	
	

	Informan 2
	“yang tanda tangan di PTW itu ada safetynya lalu supervisor,dan pekerja lapangannya”
	
	

	Informan 3
	“yang menandatangani nya adalah safety, supervisor, dan pekerja”
	
	

	Informan 4
	“kita yang sign , HSE dan pekerja juga”
	
	

	Informan 5
	“yang sign itu supervisor kita dan ke manajer project kita pak, lalu ada HSE nya pak,  nah ada tiga tanda tangan disitu pak”
	
	

	Informan 6
	“yang tanda tanganin itu HSE pak, trs supervisor, dan pekerja”
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4.3.3. [bookmark: _Toc66998781]Proses
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. X Tahun 2020, maka didapat hasil dari aspek tahap proses sistem permit to work sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Hasil Wawancara Mendalam, Observasi dan Telaah Dokumen Terkait Tahap Proses dalam Penerapan Permit to work di PT. X

	PERTANYAAN
	HASIL OBSERVASI
	HASIL TELAAH DOKUMEN

	1. Bagaimana Display Of Permit dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Berdasarkan hasil observasi permit to work di display pada saat Tool Box Meeting kemudian juga di display pada safety board.
	Dokumen permit to work harus di display pada papan informasi ataupun pada saat Tool Box Meeting dengan tujuan memvalidasi kembali apakah masa permit nya sudah habis atau belum dan mereview kembali jenis pekerjaan dan potensi bahayanya.

	Informan 1
	“PTW kita display dilapangan, kita masukin di gunakan sesi eeemm, TBT Tool Box Talk ya safety meeting yaa abis itu bagaimana caranya didalam TBT itu untuk disosialisasikan, yaa, dibacakan untuk semua orang naah trus itu satu eee, sisi kita juga bisa print out kita lengketkan di HSE notice Board kita itu ya semua notice board kita tempelkan disana, kemudian kita juga bisa kita punya portal sistem, intranet lah, jadi kita upload disitu jadi semua orang bisa baca, itu orang office yang bisa dapat tapi sekali lagi untuk orang lapangan tadi itu, orang lapangan tadi itu caranya mereka dapat melalui dapat Tools Box Talk mereka dapat melalui apa namanya HSE SPOT yang kita tempelkan”
	
	

	Informan 2
	“pertama kita display saat toolbox meeting kita bahas disitu, oleh supervisor dan hse  yang menyampaikannya kepada karyawan, selain itu salinan PTW juga tempelkan di hse notice atau hse board agar semua karyawan bisa melihat, membaca, memahami dan melaksanakan apa dari isi PTW itu pak"
	
	

	Informan 3
	“untuk displaynya kita sampaikan pada saat toolbox meeting sama salinan PTW nya kita tempel di board agar karyawan semua dapat membacanya pak”
	
	

	Informan 4
	“PTW nya kita bacakan pak saat toolbox meeting terus ada yang kita tempelkan di safety board juga agar dapat di baca lagi oleh karyawan”
	
	

	Informan 5
	“ada pak yang di tempel di papan tu pak, sama d sampaikan juga pas toolbox meeting sebelum melakukan pekerjaan juga di bicarakan lagi”
	
	

	Informan 6
	“ada yang di bacakan dan ada yang di tempel juga pak”
	
	

	2. Kapan dilaksanakannya revalidation dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Adanya pengecekan status Permit to work terhadap pekerjaan. 
	Revalidation dilaksanakan jika pekerjaan tersebut belum selesai dan membutuhkan tambahan waktu dengan catatan permit terdahulu di close.

	Informan 1
	“eemm revalidation PTW itu terjadi apabila suatu pekerjaan itu eemm ketika suatu pekerjaan itu belum selesai tetapi PTW tersebut sudah harus di close, jadi PTW itu nanti ketika sudah di close dan dikembalikan ke departemen safety, maka bisa di open kembali dan harus di register kembali lagi, tapi dengan syarat tidak ada nya perubahan di prosedur kerja  pelaratan kerja serta materialnya”
	
	

	Informan 2
	“revalidation terjadi apabila PTW yang kita gunakan sudah melewati masa berlakunya yaitu 7 hari, PTW yang sudah habis masa berlakunya harus kita close dulu ke departemen HSE, nah itu baru bisa kita open PTW lagi untuk pekerjaan yang serupa, dan masa berlaku PTW itu tetap 7 hari”
	
	

	Informan 3
	“terjadinya saat PTW yang digunakan itu sudah habis masa validasinya pak yaitu 7 hari masanya, jika kita mau revalidasi yaa kita harus close PTW itu dulu sebelumnya agar nanti bisa open PTW yang baru lagi, begitu seterusnya sampai suatu pekerjaan itu siap, tanpa ada perubahan SOP pekerjaan pak”
	
	

	Informan 4
	“kalau kita mau revalidasi lagi kita harus close PTW yang udah habis masa nya itu pak, dengan cara kita datang ke departemen HSE untuk close PTW itu, lalu kita minta form PTW yang baru dan register lagi disana”
	
	

	Informan 5
	“itu tiap minggu pak kita revalidasi, karna kan masa berlakunya itu 7 hari kan pak”
	
	

	Informan 6
	“sepertinya itu kalau sudah habis masa berlaku PTW nya la pak, soalnya sih gitu setiap udah 7 hari PTW yang baru di tempel lagi”
	
	

	3. Bagaimana proses penangguhan dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Adanya proses penangguhan jika dalam pelaksanaan pekerjaan ada kejadiaan darurat ataupun menunggu material yang diperlukan.
	Proses penangguhan akan di cantumkan dalam form permit to work beserta alasan dari penangguhannya.

	Informan 1
	“hmm,, PTW itu dapat di tangguhkan apabila misalnya terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, dan lain lain ya, lalu apabila pekerjaan yang akan dilaksanakan berinteraksi dengan pekerjaan yang lainnya dalam satu waktu atau dalam tempat yang sama, PTW tersebut akan di tangguhkan oleh pihak yang bertanggung jawabdan itu supervisior dilapangan punya hak untuk untuk mencancel ptw itu membatalkan pekerjaan itu”
	
	

	Informan 2
	“PTW bisa ditangguhkan caranya dengan melaporkan kepada departemen HSE bahwa PTW itu ditangguhkan,karena sesuatu hal seperti keadaan darurat, menunggu material datang dan sebagainya, eemm lalu habis tu PTW tersebut kita tangguhkan dan akan berlaku lagi apabila keadaan tersebut diatas sudah berjalan dengan normal”
	
	

	Informan 3
	“kalau itu PTW bisa ditangguhkan dengan cara melapor kekita bahwa PTW harus di tangguhkan, kondisi ini  berlaku apabila ee dalam keadaan darurat terjadi, ada kebakaran, bencana alam, ada demo pak, jadi bisa di tangguhkan”
	
	

	Informan 4
	“prosesnya pak kita lapor ke departemen HSE bahwa PTW ini akan ditangguhkan”
	
	

	Informan 5
	“PTW nya kita laporkan ke HSE pak, biar di tangguhkan”
	
	

	Informan 6
	“ hhmm kalau masalah itu saya kurang mengerti pak bagaimana prosesnya”
	
	

	4. Bagaimana proses perpindahan shift dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Adanya perpindahan shift  dan meeting saat pergantian kerja agar tidak terjadi miss komunikasi 
	Pada saat perpindahan shift maka akan hand over pekerjaan. Jika ada kendala ataupun kecelakaan kerja maka akan dicatatan agar tidak ada miss komunikasi

	Informan 1
	“hmmm proses perpindahan shift, tapi disini jarang terjadi perpindahan shift kerja karena hanya bekerja dalam 1 shift saja, dan bekerja selama 8 jam sesuai dengan yang tertera di peraturan yang berlaku pak, namun apabila terjadi seperti keadaan yang diatas prosesnya sama biasanya kita adakan toolbox meeting sebelum memulai pekerjaan di shift yang baru tersebut semua pekerja berkumpul baik itu shift satu ataupun shift dua agar saling berkomunikasi apa apa saja yang telah di kerjakan dan belum dikerjakan dan sekali lagi kita menyampaikan PTW kita itu, apasaja APD yang harus digunakan, selalu berhati hati dalam bekerja, dan juga kita kan pak ada tu tadi permit yang kita tempelkan di safety board, kita suruh karyawan itu baca lagi disana agar lebih faham apa isi dari PTW tersebut jadi mereka dapat melakukan pekerjaan secara aman dan selamat pak”
	
	

	Informan 2
	“itu yang sudah pasti kita adakan toolbox meeting lagi ya pak kita pertemukan orang orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut untuk menyampaikan hal hal yang perlu disampaikan terkait pekerjaan tersebut, dan kita selalu ingatkankepada karyawan agar selalu mebaca update tan dari safety board kita itu pak”
	
	

	Informan 3
	“hmmm itucara nya pak kita sampaikan lagi seperti biasa saat di meeting sebelum bubar shift satu itu, jadi mereka akan menyampaikan apa apa saja kepada karyawan di shit kedua itu”
	
	

	Informan 4
	“yaa itu yaa kita sampaikan seperti awal tadi itu pak, kita sampaikan saat meeting berlangsung saling memberi informasi terkait pekerjaan yang ada di PTW itu”
	
	

	Informan 5
	“itu ada pak disampaikan saat mereka habis jam kerjanya , terus kita ada meeting sebentar untuk bahas pekerjaan yang sudah dan yang akan dilanjutkan yang sesuai dengan permit tersebut”
	
	

	Informan 6
	“ada pak disampaikan pak, sama kayak seperti biasanya safety dan supervisor, atau pun foreman yang akan menyapaikan itu semua”
	
	

	5. Bagaimana tindakan darurat dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Jika terjadi keadaan darurat maka pekerja harus menjauhi sumber bahaya dan berkumpul ke master poin. Kemudian pekerja didata untuk memastikan seluruhnya aman dan sudah berkumpul.
	Jika terjadi tindakan darurat maka akan di buatkan catatan terkait keadaan darurat, penyebab, lokasi, waktu dan korban jiwa.

	Informan 1
	“hmm kalau ada tindakan darurat atau ada keadaan darurat yang terjadi emm maka seluruh karyawan harus meninggalkan semua pekerjaan yang dikerjaan dan harus memastikan bahwa peralatan atau mesin yang digunakan harus di matikan agar tidak menambah keadaan darurat lainnya yang dapat membahayakan karyawn lain, atau bahkan kerugian perusahaan, apabila tejadi keadaan darurat kita akan menghidupkan alaram peringatan atau sirine, setelah mendengar adanya sirine peringatan tersebut, maka seluruh karyawan harus segera evakuasi diri sesuai dengan jalur evakuasi dan menuju ke master point terdekat, selain itu hal- hal yang keadaan darurat yang lain kita cantumkan didalam PTW itu sendiri pak, agar karyawan bisa tau apa apa yang harus dilakukan mereka jika itu terjadi dan juga masuk seperti contoh misalnya ada lifting, ada lifting critical lifting tadinya cerah yaa, tapi tiba tiba angin kencang datang turun yaa, hujan permit sudah berjalan automaticly permit itu harus di cancel itu, itu contoh yang real lah, yang real, yang hari hari yang sering kita hadapi”
	
	

	Informan 2
	“okeyy baik, hhmm apabila keadaan darurat terjadi, saat mendengar alarm peringatan kita semua harus segera mengevakuasi diri kita melalui jalur evakuasi yang telah kita buat, dan menuju ke master point tempat kita berkumpul di tempat yang aman, setelah itu kita mengecek/ mengabsen apakah semua karyawan sudah berkumpul di master point atau belum”
	
	

	Informan 3
	“hmm kita harus evakuasi dari tempat kerja menuju assembly point atau master point terdekat agar kita aman, sesaat apabila kita neengar sirine tanda peringatan bahwa ada keadaan darurat dengan menggunakan jalur evakuasi yang telah ada pak, seperti itu”
	
	

	Informan 4
	“ehmm, saat keadaan darurat terjadi hal yang harus kita lakukan pertama pastikan dulu sumber energi kita matikan dulu, lalu kita berlari lewat jalur evakuasi menuju master point yang terdekat dari kita, dan kita berkumpul disana pak”
	
	

	Informan 5
	“oke saat keadaan darurat terjadi kita evakuasi menuju ke master point pak, untuk menyelamatkan diri nah nnti kita disana berkumpul dengan yang lainnya juga pak”
	
	

	Informan 6
	“itu nanti kita dengar bunyi bel darurat pak, nah kalau kita dengar itu kita harus menuju ke master point pak , biar aman kita harus lewat jalur evakuasi nnti disitu ada panah panah nya kearah master point terdekat pak”
	
	

	6. Kapan proses monitoring dilakukan dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Adanya monitoring oleh safety terhadap pekerja dan area kerjanya.
	Monitoring dilakukan sebagai proses pemantauan yang dilakukan oleh safety untuk menjamin proses permit to work berjalan sesuai dengan prosedur jika ada hal yang tidak sesuai akan dicatat sebagai masukan.

	Informan 1
	“hmm oke monitoring dilakukan pada saat PTW di register dan pada saat PTW itu di close kita mencatat form yang mereka daftarkan dan yang mereka close itu, lalu untuk memonitoring apabila terjadi perubahan SOP pekerjaan hmm maka hal itu harus lakukan meeting yang dihadiri oleh orang orang yang bertanggung jawab didalam pekerjaan tersebut, misalnya awal dulu stage pertama kita mau buat, atau kita buat atau ketika revisi kita berhubungan dengan manajemen yaa kita set meeting dengan manajemen apakah manajemen sepakat dengan isi daripada prosedur itu sendiri, yaa, kemudian setelah di manajemen eee semua memberikan saran, suggestion, correction kita revisi yaa ketika semua sudah okey baru kita rilis itu eee, PTW dilapangan dengan cara seperti yang disebutkan tadi pak, dengan toolbox meeting pada karyawan, penempelan PTW di safety notice, seperti itu”
	
	

	Informan 2
	“hhmm baik kita memonitoringnya melalui PTW yang mereka registerkan ke kita itu di dalam PTW register atau permit register”
	
	

	Informan 3
	“untuk monitoringnya yaitu kita memastikan bahwa PTW itu harus segera di kembalikan ke departemen HSE untuk di close karena masa berlakuknya telah habis, dan harus segera register form yang baru agar bisa melaksanakan pekerjaan lagi”
	
	

	Informan 4
	“hhmm itu kita pastikan PTW berjalan sesuai dengan yang terlampir di PTW itu, lalu pihak HSE akan mengingatkan kevalidasian PTW tersebut akan segera habis hhmm agar segera register yang baru, dan close PTW yang lama”
	
	

	Informan 5
	“itu HSE yang monitoring pak dan supervisor, kalau kita harus memastikan saja harus mengikuti apa yang tertera di dalam PTW itu pak”
	
	

	Informan 6
	“kalau itu saya kurang tau pak gimana gimana nya pak, mungkin HSE atau Supervisor yang tau itu semua pak”
	
	



4.3.4. [bookmark: _Toc66998782]Output
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. X Tahun 2020, maka didapat hasil dari aspek tahap penutup sistem permit to work sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Hasil Wawancara Mendalam, Observasi dan Telaah Dokumen Terkait Tahap Penutup dalam Penerapan Permit to work di PT. X

	PERTANYAAN
	HASIL OBSERVASI
	HASIL TELAAH DOKUMEN

	1. Bagaimana pengembalian izin dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Pihak foreman atau pihak ketiga mengembalikan lampiran Permit to work kepada safety officer dan telah di tandatangani masing-masing personil kerja.
	Adanya dokumen Permit to work yang dikembalikan kepada safety officer.

	Informan 1
	“hhmm okey untuk pengembalian Permit , itu dikembalikan pada saat kita sudah selesai melakukan pekerjaan tersebut, pada saat validasi permit tersebut sudah habis, atau pun penangguhan ataupun pengcancelan permit tersebut dengan cara mengembalikan permit tersebut ke departemen HSE, dan departemen HSE akan menginput dan merecord PTW tersebut” 

	
	

	Informan 2
	“itu PTW dikembalikan pada saat semua pekerjaan udah rampung, saat close Permit, supervisor ataupun foreman yang mengembalikan PTW ke pihak HSE agar di record permit tersebut”
	
	

	Informan 3
	“hmm okey,  permit itu kita kembalikan ke pihak HSE, pada saat permit kita habis limitnya ataupun saat permit kita itu di cancel karena keadaan darurat, atau pun tangguhkan, dan pada saat pekerjaan yang kita lakukan sudah selesai pekerjaannya”
	
	

	Informan 4
	“hmm pengembaliannya kita kasi ke HSE pak, nanti pihak HSE yang kelola lebih lanjut”
	
	

	Informan 5
	“permit kita kembalikan ke HSE pak, selanjutnya mereka yang akan simpan”
	
	

	Informan 6
	“hmm mungkin supervisor atau pun foremannya yang mengembalikan ke HSE pak, karena kan mereka tu yang bertanggung jawab sama permit itu kan”


	
	

	2. Bagaimana inspeksi lokasi dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Adanya check list area kerja untuk menjamin bahwa area kerja ditinggalkan dalam kondisi aman.
	Inspeksi lokasi dilakukan setelah pekerjaan selesai untuk memastikan bahwa area pekerjaan ditinggalkan dalam kondisi aman, serta seluruh peralatan sudah dikembalikan dan dalam keadaan aman. 

	Informan 1
	“hmm kalau untuk inspeksi kita lakukan setelah selesai bekerja, agar tempat kerja yang tetap dalam keadaan yang aman dan terkendali baik segi peralatan, material, prosedur kerjanya”
	
	

	Informan 2
	“inspeksi lokasi kerja dilakukan pada saat setelah selesai melakukan pekerjaan, dan memastikan tempat kerja itu seperti sedia kala yaitu aman dan terkendali, bebas haling dan rintang”
	
	

	Informan 3
	“itu kita lakukan saat kita sudah siap kerja”
	
	

	Informan 4
	“HSE dan supervisor yang memastikan lokasi kerja kita aman”
	
	

	Informan 5
	“iya di cek pas siap kerja pak”
	
	

	Informan 6
	“dicek pak saat selesai kerja pak”
	
	

	3. Bagaimana pembatalan sepenuhnya dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Pembatalan sepenuhnya akan dilakukan jika terjadi keadaan darurat seperti kebocoran gas, kebakaran hingga bencana alam.
	Jika ada pembatalan sepenuhnya maka akan dibuatkan berita acara yang dilampirkan pada form permit to work mengenai sebab akibat dari pembatalan sepenuhnya.

	Informan 1
	“permit yang mengalami pembatalan sepenuhnya apabila yaitu terjadi kebakaran atau terjadi kebocoran gas , peledakan atau kecelakaan kerja yang lainnya maka PTW itu otomatis segera dibatalkan sepenuhya sampai keadaan benar benar pulih kembali”
	
	

	Informan 2
	“pembatalan sepenuhnya terjadi apabila terjadi kecelakaan besar seperti eem peledakan, kebakaran”
	
	

	Informan 3
	“permit di batalkan sepenuhnya apabila terjadi kejadian yang parah seperti kebakaran bencana alam, nah jadi permit itu akan batal walapun pekerjaan kita belum sepenuhnya selesai mau pun validasi permit masi ada”
	
	

	Informan 4
	“permit batal apabila terjadi kondisi yangtidak bisa dihindarkan seperti kejadian kebakaran, peledakan, huru hara, dan itu secara langsung permit dibatalkan”
	
	

	Informan 5
	“ hmmm apa yaa mungkin kalau terjadi keadaan genting pak, kayak badai, bencana alam, kebakaran maka permit akan di batalkan langsung”
	
	

	Informan 6
	“eee mungkin ya pak, apaliba terjadi kondisi yang parah misalnya kayak ada kebakaran, peletupan tanki, kebocoran gas, mungkin itu kondisi yag bisa membuat permit itu di batalkan pak”
	
	

	4. Bagaimana kembali ke layanan dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Adanya verifikasi peralatan apabila pekerjaan telah selesai dilakukan namun tidak adanya pengembalian alat karena alat disimpan di area kerja 
	Adanya catatan jenis alat yang digunakan dan kondisi terakhir alat yang digunakan dalam keadaan baik atau tidak.

	Informan 1
	”oke ini hal hal yang harus di perhatikan saat sesudah selesai bekerja yang pertama perlatan yang digunakan saat bekerja harus dikembalikan ditempat semula ataupun harus dikembalikan kepada orang yang memverikasikan peralatan itu, dalam kondisi yang aman , lalu setelah itu daerah daerah yang telah diisolasi tadi di lepaskan noticenya ataupun status dari isolasi itu dicabut dan buka”
	
	

	Informan 2
	“hhmm itu contohnya karyawan harus mengembalikan peralatan yang telah digunakan kepada personil yang bertanggung jawab akan perlatan tersebut dan harus sesuai dan lengkap peralatan tersebut”
	
	

	Informan 3
	“kalau itu kita harus kembalikan lat alat kerja yang di gunaka ke store atau pun ke gudang penyimpanan dan pihak store atau pun gudang penyimpanan akan memverivikasikan perlatan yang telah di kembalikan apakah sudah sesuai dengan mereka ambil sebelumnya seperti itu pak”
	
	

	Informan 4
	“itu pak, kita eemm kembalikan alat kerja yang kita pake  itu ke orang gudang store nya nanti orang tu yang cek udah lengkap belum alat alat nya yang dikembalikan itu pak”
	
	

	Informan 5
	“apa ya pak, itu kayaknya kita balikan alat kerja yang kita pakai saat melakukan pekerjaan pak”
	
	

	Informan 6
	“hmm itu pak, kita kembalikan alat kerja kita ke orang tu untuk di cek lagi udah lengkap apa belum pak”
	
	

	5. Bagaimana pencatatan dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	Adanya pencatatan dengan pengumpulan Permit to work, Logbook dan Record safety permit.
	Adanya dokumen Permit to work, Logbook dan Record safety permit.

	Informan 1
	”nah itu kan sebelumnya ada tu yang open permit dan close permit ya pak, setiap kita mau lakukan itu kan harus di register, nah register itu la yang jadi pegangan kita permit apa yang telah dikeluarkan pada kapan tanggan berapa, nah setelah itu kita simpan dengan baik”
	
	

	Informan 2
	“nah ini dokumen dilapangan foreman terutama atau supervisior yang melakukan open permit itu mereka dtng ke hse, kemudian mengambil form, mendaftarkan formnya mencatat formnya dibuku registrasi kemudian HSE admin akan secara berkala untuk menginput eee permit permit yang sudah aktif atau yang sudah close  ke permit register atau PTW register itu akan kita jadikan laporan ke client jika diminta seperti itu, permit register dan dilaporkan biasanya eee pada rapat manajemen review di akhir tahun sebagai review kinerja setiap departemen setiap tahunnya, seperti itu pak”
	
	

	Informan 3
	“untuk pencatatan, pendokumentasian itu kita yang melakukannya pak”
	
	

	Informan 4
	“dokumen permit yang sudah di close harus di kembalikan dan didaftarkan lagi ke pihak HSE agar mereka bisa membuat pencatatannya dan pendokumentasiannya”
	
	

	Informan 5
	“itu permit kita balikan ke pihak HSE pak nnti pihak HSE yang mencatat dan mendokumentasikannya serta menyimpannya pak, hal yang perlu kita lakukan yaitu harus selalu register pada saat open dan close permit itu”
	
	

	Informan 6
	“itu HSE pak yang melakukan pencatatannya pak, kita hanya meregister
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5.1. [bookmark: _Toc66998784]Pembahasan Sistem Permit to work di PT.X
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. X dengan menggunakan observasi, telaah dokumen dan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan mengenai aspek sistem permit to work yang terdiri dari tahap persiapan (Preperation), tahap proses dan tahap penutupan Sistem Permit to work. 

5.2. [bookmark: _Toc66998785]Aspek Input Terhadap Penerapan Permit to work di PT. X
5.2.1. [bookmark: _Toc66998786]Koordinasi
Berdasarkan hasil wawancara langsung didapati bahwa PT. X dalam pelaksanaan koordinasi di PT. X dimulai ketika foreman meminta dokumen Permit to work pada safety officer. Kemudian pihak safety melakukan penetapan pekerjaan disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan bahayanya. Kemudian pihak safety berkordinasi dengan pihak foreman untuk menentukan titik isolasi yang dibutuhkan dan setelah melalui proses tersebut Permit to work dapat diterbitkan dan pihak pelaksana pekerjaan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Work Order (WO). Dalam hal ini pemohon permit adalah orang yang ditunjuk atau didelegasikan bertanggung jawab untuk koordinasi satu arah dari aktivitas kerja.
Tahap koordinasi pada tahapan persiapan sistem permit to work ini telah sesuai dengan International Association oil and gas Producers-guidelines (2014) bahwa koordinasi sangat penting untuk memastikan aktivitas kerja yang membutuhkan permit to work sebagai perencanaan dan koordinasi berguna untuk menghindari risiko dalam aktivitas yang dijalankan bersama. Koordinasi ini sangat baik apabila dilakukan untuk 1 orang yaitu manajer dengan mendelegasikan 1 orang. Orang yang didelegasikan bertanggung jawab untuk koordinasi satu arah dari aktivitas kerja.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputro (2012), tentang penerapan sistem permit to work sebagai upaya pendukung keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Chandra Asri Petroghemical TBK Cilegon Banten yang menjelaskan bahwa perlunya koordinasi pada tahapan persiapan sistem permit to work dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta dalam Oil and Gas Producers-Guidelines.
Menurut peneliti bahwa koordinasi di PT. X sudah cukup sesuai dengan International Association oil and gas Producers-guidelines (2014) tentang sistem permit to work yang mengharuskan perlunya ada koordinasi pada tahapan persipan.

5.2.2. [bookmark: _Toc66998787]Perencanaan
Berdasarkan hasil wawancara langsung didapati bahwa PT. X dalam tahap perencanaan untuk mendapatkan sebuah permit to work hal-hal yang dijamin didalamnya adalah seperti:
1. Semua yang bekerja didaerah tersebut.
2. Apa saja peralatan yang akan digunakan selama bekerja.
3. APD yang harus di pakai selama bekerja.
4. Menentukan pencegahan dan pengendalian yang akan diterapkan pekerja.
Tahap perencanaan pada safety permit di PT. X telah dilakukan dengan tepat berdasarkan Sistem Permit to work. Hal ini terkait adanya persetujuan antara semua personil, penerbitan lampiran safety permit yang sesuai jenis pekerjaan, identifikasi semua potensi bahaya, tindakan pencegahan dan persiapan untuk melakukan pekerjaan di tempat kerja.
Beberapa hal dijamin diatas sudah cukup memenuhi pedoman International Association oil and gas Producers-guidelines tentang perencanaan pada tahapan persiapan yang setidaknya menjamin 3 hal:
1. Persetujuan yang tepat untuk bekerja.
2. Semua orang yang bekerja diarea dimana kemungkinan dapat terpengaruh maka harus memiliki kesadaran serta harus mengambil tindakan pencegahan bila kemungkinan berinteraksi dengan aktivitas pekerjaan lain.
3. Waktu yang cukup untuk mengidentifikasi semua bahaya potensial, mengimplementasikan tindakan pencegahan dan persiapan untuk tempat kerja.
	Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputro (2012) tentang penerapan sistem permit to work sebagai upaya pendukung keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Chandra Asri Petroghemical TBK Cilegon Banten pada tahap perencanaan tahapan persiapan perencanaan sistem permit to work telah menjamin ketiga hal yang di tuangkan dalam oil and gas Producers-guidelines.
Menurut peneliti bahwa perencanaan dalam tahap persiapan di PT. X sudah cukup sesuai dengan International Association oil and gas Producers-guidelines, tetapi masih perlu perhatian khusus dalam hal pengendalian untuk pencegahan kecelakaan dengan penggunaan Job Safety Analysis.

5.2.3. [bookmark: _Toc66998788]Penilaian Bahaya 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. X dengan wawancara tentang penilaian Bahaya (Hazard Assessment) sudah sesuai dengan sistem Permit to work yaitu dilakukan oleh safety officer yang berkoordinasi dengan pihak foremen  dan orang yang memiliki pengetahuan spesialis yang mungkin akan diperlukan dalam melakukan pekerjaan. Penilaian bahaya yang ada di PT. X seperti halnya bahaya kebakaran, bahan kimia, percikan api las, bahaya mekanik dari sumber bahaya yang ada di tempat kerja tersebut harus disesuaikan dengan tipe atau jenis pekerjaan pada safety permit. Penggunaan Job Safety Analysis (JSA) untuk beberapa pekerjaan telah dilakukan oleh safety officer. Dimana hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pasal 7 ayat 2a yang menjelaskan tentang perlunya dilakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko.
Dalam oil and Gas Producers-Guidelines on permit to work systems menjelaskan bahwa penilaian terhadap bahaya harus dilakukan oleh permit issuer yang berkoordinasi dengan supervisor dan orang yang memiliki pengetahuan khusus yang mungkin akan diperlukan.
Prinsip dalam menjalankan penilaian di PT. X berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan adalah dimana permit tersebut harus mencakup semua keadaan, dari mulai keselamatan pekerja itu sendiri, APD yang digunakan, peralatan, dampak  terhadap lingkungan dan pencegahan terhadap resiko segala resiko yang bisa terjadi. Hal ini sudah memenuhi beberapa pedoman untuk permohonan permit dalam oil and Gas Producers-Guidelines tentang prinsip dalam penilaian bahaya yaitu kelengkapan APD, dampak kemungkinan yang ditimbulkan dalam bekerja terhadap lingkungan sekitar yang seharusnya dinilai dan pencegahan yang akan diambil. 
Dalam penelitian Saputro (2012) tentang penerapan sistem permit to work sebagai upaya pendukung keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Chandra Asri Petroghemical TBK Cilegon Banten pada tahap perencanaan tahapan persiapan penilaian bahaya menjelaskan bahwa yang berperan dalam penilaian bahaya telah sesuai dengan pedoman dalam oil and gas Producers-Guidelines dan menjalankan prinsip yang tertuang dalam pedoman tersebut.
Menurut peneliti bahwa penilaian bahaya di PT. X sudah cukup sesuai dengan oil and gas Producers-Guidelines tentang sistem permit to work. Tetapi masih perlu perhatian pada point yang belum terpenuhi yaitu pertimbangan untuk bekerja dengan tepat dan bahaya yang berhubungan dengan material yang akan ditangani.
5.2.4. [bookmark: _Toc66998789]Tipe atau Kategori Kerja
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tipe atau kategori kerja yang memerlukan permit to work harus di identifikasi terlebih dahulu potensi terjadinya risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Di PT. X permit to work wajib untuk jenis pekerjaan sebagai berikut :
a. Izin kerja panas, diperuntukan untuk pekerjaan yang melibatkan pembakaran, pengelasan, menggunaan api atau alat yang memproduksi percikan, atau menghasilkan sumber panas (pengelasan, pemotongan, pencongkelan, pemanasan, dll)
b. Izin kerja dingin, diperuntukan untuk pekerjaan diluar ijin kerja panas, tetapi dibutuhkan untuk dilengkapi dengan ijin kerja atau pekerjaan komplek dan membutuhkan pengendalian yang ketat agar selamat (hidrotes, mekanik, pengangkatan, bekerja diketinggian, komisioning, elektrik, penyemprotan, pengecetan, dll)
c. Izin kerja ruang terbatas, diperuntukan untuk pekerjaan di ruang terbatas (mempunyai akses jalan masuk dan keluar yang terbatas, hanya cukup untuk pekerja melakukan aktifitasnya dan tidak ditujukan untuk pekerjaan yang berkelanjutan oleh pekerja).
d. Izin kerja radiografi, ditujukan untuk pekerjaan yang melibatkan sumber radioaktif dan energi besar (misalnya NDT).
Menurut Oil and Gas Producers-guidelines tipe-tipe pekerjaan yang memerlukan permit to work sebagai berikut :
a. Hot work/tempat panas dimana panas digunakan dan dihasilkan contohnya welding (pengelasan), flame cutting, grinding/penggilingan, grit/sandblasting.
a. Kerja yang menghasilkan percikan api atau sumber pembakaran lainnya.
b. Kerja yang menyebabkan tidak diharapkan atau tidak terkontrol dalam melepaskan hidrokarbon, termasuk diskoneksi atau terbuka pada saluran pipa terbuka, berisi kapal besar atau peralatan yang besar-besar atau berisi material mudah terbakar/beracun.
c. Kerja listrik
d. Kerja ditempat tertutup/offshore instalasi dari sedikit orang yang dapat jatuh ke laut.
e. Kerja termasuk menggunakan substansi berbahaya, termasuk material radioaktif dan eksplosif.
f. Excavations.
g. Aktivitas menyelam/diving.
h. Uji tekanan.
i. Objek yang cenderung sering bahaya jatuh.
j. Pengoperasian pemeliharaan yang persetujuan kritikal pada sistem keamanan atau memindahkan mereka dari pelayanan seperti deteksi kebakaran dan gas, sistem alamat publik, penyelamatan peralatan dan peralatan pemadam kebakaran
Menurut peneliti PT. X telah menerapkan sistem permit to work pada pekerjaan yang memang diwajibkan untuk permit to work sesuang dengan oil and gas Producers-Guidelines. Pekerjaan tersebut diantaranya cold work, hot work, confined space dan radiography

5.2.5. [bookmark: _Toc66998790]Masa berlaku
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi masa berlaku permit to work tergantung dari kebutuhan pekerja atau paling lama 7 hari. Ijin kerja panas dan ijin kerja dingin berlaku selama 7 hari dan dapat diperpanjang. Ijin kerja ruang terbatas dan radiografi berlaku hanya untuk satu aktifitas. (lokasi dan penanggung jawab). Permit baru harus diterbitkan jika pekerjaan tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan atau kondisi berubah atau ada  proses pekerjaan lain yang tidak sama harus dilakukan sebagai prioritas. 
Dalam penelitian Dian, 2013. Lampiran safety permit sebelum diterbitkan hendaknya secara jelas tercantum masa berlaku atau batasan waktu untuk melakukan pekerjaan. Masa berlaku waktu ini sudah jelas terdapat pada lampiran Work Order (WO) yang dilampirkan pada saat pihak yang melakukan pekerjaan itu meminta lampiran safety permit pada safety officer dan operator produksi.
Masa berlaku Permit to work tergantung dari kebutuhan pekerjaan atau, paling lama 7 hari. Beberapa perusahaan memilih masa berlaku Permit to work selama 1 shift (Oil and Gas Procedure, 1993).
Menurut peneliti untuk masa berlaku (validitas) ini harus tercantum jelas dalam lampiran safety permit beserta batasan waktu yang telah ditentukan (pada Work Order). Ketentuan terkait masa berlaku permit to work di PT. X sudah sesuai dengan Oil and Gas Procedure jika pekrjaan belum selesai dan masa permit habis maka permit dapat diperpanjang.

5.2.6. [bookmark: _Toc66998791]Isolasi 
Berdasarkan hasil wawancara pada tahap isolasi sudah adannya sistem Log Out Tag Out (LOTO) dengan pemasangan kunci dan tanda peringatan yaitu pihak operator memiliki tanggung jawab untuk melakukan sistem Log Out Tag Out (LOTO) pada peralatan dan safety officer melakukan pemberian tanda peringatan berupa barikade di sekitar area pekerjaan. 
Setiap perusahaan mengembangkan prosedur isolasinya tergantung pada pekerjaan dan risiko (Oil and Gas Procedure, 1993). Berikut ini merupakan poin tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam prosedur isolasi :
1. Isolasi yang kompleks harus direncanakan dan dicatat dalam sebuah denah kerja. Hal ini didiskusikan antara orang yang membuat izin dan orang yang melakukan permit untuk menjamin semua poin isolasi dengan mudah dimengerti dan disetujui dengan jelas. Denah yang sudah diberi tanda seharusnya sudah siap untuk dilakukan pengerjaan. 
Pertimbangan yang diberikan adalah adanya Salinan izin kerja.
2. Hal yang paling esensial bahwa standar isolasi sepadan dengan tipe kerja yang dilaksanakan, kodisi plant pengoperasian dan pengaruh local lainya.
3. Prosedur isolasi termasuk semua sumber energy, contohnya mekanikal, listrik, tekanan, hidrolik dan lainnya.
4. Nomor kunci atau tag seharusnya dicatat dalam formulir permit atau pada formulir terpisah dimana jika dilakukan cross reference dan menempelkan di formulir permit to work.
5. Isolasi dapat dilaksanakan dan dipindahkan ke instruksi dari orang yang membuat permit.
6. Jika lebih dari satu tugas dalam melaksanakan bagian plant atau potongan peralatan, maka terdapat sebuah risiko didalam penyelesaian dari salah sat tugas isolasi yang harus dipindahkan dan peralatannya diletakan kembali kedalam servis. Pengendalian seharusnya menjadi tempat untuk mencegah sebelum terjadinya waktu dilakukan de-isolasi yaitu tugas rangkap.
7. Jika pekerjaan tidak tersedia untuk dilengkapi dalam sebuah shift pada site seharusnya dicek oleh kedua orang yan melaksanakan pekerjan dan permit issuer untuk menjamin pekerjaan sudah ditinggalkan dalam kondisi aman dan peralatan tidak bisa dioperasikan sampai semua pekerjaan selesai.
8. Jika permit digantungkan, maka status pada tempat kerja seharusnya tetap tinggal terpajang dalam sebuah lokasi yang tepat contohnya ruang control dank unci isolasi tetap mengunci ditempat yang aman untuk menjamin tidak ada orang yang mengoperasikan.
Semua orang yang berwenang untuk melaksanakan isolasi seharusnya dinilai untuk kompetensinya dalam mengutamakan penunjukan mereka :
1. Berkualitas dan sesuai
2. Mempunyai pengalaman didalam plant.
3. Menerima instruksi dalam plant dan metode isolasi
4. Untuk mengetahui pengetahuan mereka maka dilakukan pengujian.
Lock out dan tag out digunakan untuk melindungi tenaga kerja dari terkenanya material berbahaya dana tau sumber energy yang masuk di tempat kerja (American Institue of Chemical Engineer, 1995). Lock out akan mengunci secara fisik untuk mencegah pengoperasian peralatan dan termasuk informasi tag yang menerangkan tujuan lack out, identifikasi orang yang menginstalasi lock dan mengidentifikasi tanggal bahwa lock sudah di install. Tag out (instalasi tag, tetapi bukan lock) dapat digunakan pada waktu lock tidak dapat dijalankan atau tidak diinginkannya lock. Lock out dan tag out permit dapat dikeluarkan secara independen atau bersama -sama atau tergabung dengan permit lain.
Berdasarkan hasil observasi peneliti, hanya terdapat sistem tagging berupa identitas tagging dengan 3 warna yaitu merah, kuning dan hijau. Untuk sistem LOTO belum terimplementasi dengan baik tetapi peralatannya sudah tersedia lengkap.

5.2.7. [bookmark: _Toc66998792]Tindakan Pencegahan 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai pencegahan (precautions) pada tahapan persiapan yang dilakukan di PT. X telah sesuai dengan sistem Permit to work. Tindakan pencegahan yang ada di PT. X tercantum dalam dokumen safety permit berupa check list yang harus diperiksa oleh pihak foreman dan safety officer. Pelaksanaan check list ini dilakukan langsung pada area kerja sehingga orang yang melakukan pekerjaan telah mendapatkan jaminan tindakan pencegahan. Terutama jika mendapat laporan dari team HSE mengenai pekerja yang tidak bekerja dengan aman.
Hal tersebut sejalan dengan Oil and Gas Proseducers-guidelines dalam hal pencegahan yang menjelaskan bahwa permit issuer dan orang yang bertanggung jawab lainnya bertugas mengingatkan permit dengan mengindikasikan didalam permit bahwa tindakan pencegahan diperlukan untuk mengizinkan proses kerja. Namun masih ada hal yang perlu diterapkan seperti adanya form checklist untuk mempermudah proses indentifikasi pada saat melakukan proses mengingatkan permit. 
Pemeriksaan keamanan alat pelindungan dan paralatan yang berhubungan dengan pekerjaan dilakukan oleh pekerja itu sendiri, dilakukan dengan pemeriksaan biasa, melalui visual. Foreman dan team HSE hanya mengingatkan bahwa segala kegiatan pekerjaan sebelum bekerja harus dilakukan pemeriksaan keamanan dari setiap alat atau mesin yang akan digunakan. Dalam Oil and Gas producers-guidelines alat pelindung dan peralatan harus diperhatikan jangka waktu penggunaannya dan keamanannya.
Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Umamah (2015) tentang upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja di pabrik Tuban PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk bahwa perlu dilakukan safety inspection, safety Talk, rekondisi dan melengkapi rambu norma K3.
Menurut peneliti bahwa pencegahan pada tahap persiapan di PT. X sudah sesuai dengan Oil and Gas Producers-guidelines tentang sistem permit to work, dimana terdapat pemasangan rambu peringatan dan pekerja juga diawasi oleh HSE namun diperlukannya konsistensi dalam hal safety inspection. 

5.2.8. [bookmark: _Toc66998793]Pengujian gas
Untuk pengujian Gas (Gas Testing), safety officer bersama dengan foreman menggunakan alat detektor untuk melakukan pengecekan kadar oksigen dan gas yang berbahaya (CO2, H2S dan Metane) di area terbatas yang hendak dilakukan pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, safety officer dan foreman belum pernah mendapatkan pelatihan khusus (belum sesuai dengan sistem Permit to work) penggunaan alat detector. Sedangkan menurut Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Bahwa penyediaan personil K3 harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kewenangan K3 di lingkungan kerja.
Menurut Oil and Gas Proseducers-guidelines dalam proses pengecekan gas tanggung jawab untuk apa uji tersebut, dimana dapat diambil sampel dan meminimalkan nomor sampel untuk diambil seharusnya dipertahankan dengan permit issuer. Uji kebocoran seharusnya sudah selesai sebagai permulaan yang dekat pekerjaan sebagaimana mungkin. Hasil dari sedikitnya uji kebocoran seharusnya direkam dan diberi waktu, dan dimasukkan ke dalam permit, jika berubah level selama bekerja, dan permit seharusnya digantungkan
Menurut peneliti proses pengecekan gas belum sepenehunya sesuai dengan aturan Permenaker No. 5 Tahun 2018 penyediaan personil K3 harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kewenangan K3 di lingkungan kerja. Seharusnya pelaksanaan pengujian gas dilaksanakan oleh petugas yang sudah mendapatkan pelatihan dalam penggunaan peralatan gas testing dan dalam interpretasi hasil.

5.2.9. [bookmark: _Toc66998794]Tanda tangan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai tahapan persiapan pada tahap tanda tangan di PT. X pada dasarnya pekerjaan tidak dapat dimulai sebelum permit ditanda tangan. Untuk melakukan verifikasi terhadap pekerjaan maka setiap personil kerja diharuskan untuk memberikan tanda tangan. Hal ini telah sesuai dengan sistem Permit to work karena pada lampiran safety permit PT. X sudah seharusnya menjadi kewajiban khusus dalam bekerja. Safety officer, foreman dan orang yang melaksanakan kerja seharusnya menandatangani lampiran ijin tersebut.
Berdasarkan Oil and Gas Proseducers-guidelines mengenai tahap persiapan pada tahapan tanda tangan menjelaskan bahwa perkerjaan dapat diizinkan untuk dilakukan jika sudah dilakukan penandatanganan pada permit. Tanda tangan menjadi sangat spesifik dalam prosedur permit to work. Minimal permit issuer dan orang yang melaksanakan kerja harus menandatangani permit.
Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Manik (2016)  tetang penerapan sistem permit to work sebagai upaya pendukung pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung dalam hal tanda tangan terhadap formulir work permit dilakukan oleh pihak pemohon izin, HOD pemohon izin, pihak pelaksana kerja yaitu foreman, HSE officer, Supervisor dan HOD EHS pada saat perencanaan. Ketika sudah ditandatangani maka pekerjaan tersebut diizinkan dilakukan.
Menurut peneliti bahwa tahap tanda tangan pada tahapan persiapan sangatlah penting. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pekerjaan tersebut sudah layak untuk di kerjakan dengan aman. Maka perlu dipastikan agar pekerjaan tersebut diizinkan dilakukan, permit to work harus sudah ditanda tangani terlebih dahulu. Hal tersebut di PT. X telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pekerjaan tidak bisa dimulai jika tanda tangan belum lengkap.

5.3. [bookmark: _Toc66998795]Aspek Proses Terhadap Penerapan Permit to work di PT. X
5.3.1. [bookmark: _Toc66998796]Display of permit
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di PT. X tahap proses tahapan display permit bahwa surat izin yang telah disahkan dan ditanda tangani harus di tunjukan di tempat dimana pekerjaan tersebut akan dilakukan akan tetapi tidak semua tempat atau area kerja yang dapat menampilkan izin kerja tersebut, seperti di tempat ketinggian, ruang terbatas atau terdapat galian.. Jika tidak dapat ditampilkan di area kerja maka orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut seharusnya memegang salinan dan memastikan anggotanya sudah mengerti dengan izin kerja tersebut. 
Sesuai dengan Oil and Gas Producers-guidelines dimana salinan seharusnya secara normal didisribusikan/ditujukan pada tempat kerja, diruang control utama atau ruang koordinasi, dan satu untuk permit issuer atau pemohon permit. Tetapi masih perlu dilakukan kontrol untuk memastikan bahwa bagian dari anggota pekerjaan sudah mengerti dengan isi permit tersebut.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manik (2016) tentang penerapan sistem permit to work sebagai upaya pendukung pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung dalam hal display of permit yang menjelaskan bahwa formulir work permit yang terdiri dari 3 lembar didistribusikan yaitu lembar putih untuk HSE Officer, kuning pemohon kerja dan hijau untuk pelaksana kerja. Lembar hijau yang untuk pelaksana kerja dipajang diarea kerja. Ketika pekerjaan telah selesai, lembar hijau tersebut selanjutnya disimpan oleh pelaksana kerja.
Menurut peneliti pelaksanaan display permit di PT. X sudah sesuai dengan Oil and Gas Producers-guidelines  dalam hal diplay of permit pada tahap persiapan di PT. X bahwa pendistribusian salinan permit to work sangat penting agar dapat diperhatikan semua pekerja yang terkait dalam pekerjaan tersebut. Salinan diberikan kesetiap devisi agar dapat dikondisikan kesemua area kerja dan untuk semua pekerja serta untuk memastikan masa berlaku dari permit to work.

5.3.2. [bookmark: _Toc66998797]Revalidation
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi revalidation (perpanjang ijin saat melakukan pekerjaan atau setelah pekerjaan selesai dilakukan) hal ini jarang terjadi di PT. X karena jadwal atau batasan waktu kerja sudah jelas tercantum pada lampiran Work Order (WO) sebelum diterbitkannya safety permit dan setiap harinya dilakukan validasi ulang bila pekerjaan dilanjutkan pada hari berikutnya.
Berdasarkan Oil and Gas Proseducers-guidelines permit, 1993. Permit dapat diterima kembali ketika izin tersebut disetuji pemberi izin dalam kondisi pekerjaanya aman.
Menurut peneliti tahapan revalidation di PT. X sudah sesuai dengan Oil and Gas Producers-guidelines dimana permit dapat diperpanjang kembali ketika sudah mendapat persetujuan oleh permit issuer dengan kondisi permit yang asli tidak diubah dan pekerjaan tersebut di ijinkan untuk dilanjutkan.

5.3.3. [bookmark: _Toc66998798]Suspension
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di PT. X mengenai tahapan proses pada tahap penangguhan (Suspension), apabila dibawah system permit to work seharusnya dapat ditunda atau dihentikan sebelum pekerjaan tersebut selesai, hal ini dapat muncul ketika kejadian darurat, alasan operasional untuk mencegah interaksi dengan aktivitas lain, pekerjaan yang dilaksanakan selama hanya satu shift, dan menunggu material-material atau pelayanan. Hal ini jarang terjadi di PT. X dikarenakan apabila pekerjaan tersebut telah sesuai dengan prosedur safety permit, sudah jelas sebelum pekerjaan itu dilakukan semua peralatan diwajibkan untuk lengkap dan siap digunakan. Kadang beberapa kegiatan yang seharusnya tidak boleh dikerjakan atau seharusnya sudah dilakukan pembatalan permit tapi tetap saja dilakukan pekerjaan. 
Hal tersebut sesuai dengan pedoman dalam Oil and Gas Producers dimana setiap pekerjaan yang mengalami keadaan darurat dan hal lainnya harus menghentikan pekerjaan dan permit harus dibatalkan untuk alasan keamanan.
Sedangkan dalam penelitian Saputro (2012) tentang penerapan sistem permit to work sebagai upaya pendukung keselamtan dan kesehatan kerja di PT. Chandra Asri Petroghemical TBK Cilegon Banten pada tahap suspension dilakukan ketika dalam melakukan pekerjaan tersebut materialnya kurang.jika materialnya sudah ada, maka foreman memberitahukan kepada HSE Officer agar diberi instruksi bahwa pekerjaan tersebut boleh dilanjutkan/dilakukan.
Menurut peneliti dalam hal suspension pada tahap persiapan di PT. X masih perlu perhatian khusus demi keamanan pekerja. Mekipun pekerjaan yang dilakukan berdasarkan target kerja, tetapi pekerjaan yang sudah tidak aman harus dihentikan.

5.3.4. [bookmark: _Toc66998799]Shift hand-over
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada perpindahaan shift foreman yang bekerja di shift pagi melakukan hand over pekerjaan terkait izin kerja menggunakan permit log book kepada foreman yang bekerja di shift malam begitu sebaliknya.
Berdasarkan pedoman dalam Oil and Gas Producers pemilik instalasi seharusnya mengambil akun, ketika sistem PTW dikembangkan, perencanaan perubahan shift sangat penting seperti adanya overlap yang cukup untuk mengizinkan review dengan jelas dan mendiskusikan status dari semua izin kerja (Permit to work). Tertulis berarti mengkomunikasikan informasi yang bisa dilakukan dengan :
a. Permit Log Book
b. Permit Files
c. Display Boards
d. Computer Screen/Print Out
Atau kombinasi salah satu diatas. Dimana persyaratan diadopsi, persyaratan shift handover seharusnya dimonitori seperti biasa untuk menjamin hal tersebut berlanjut dengan efektif
Menurut peneliti pada perpindahan Shift (Shift Hand-Over) telah sesuai dengan Oil and Gas Producers-guidelines. Kesesuaian prosedur tersebut yaitu pihak foreman telah melapor ketika perpindahan shift. Pendiskusian dari status semua ijin kerja dengan melakukan meeting oleh pihak foreman. Pengkomunikasian informasi yang secara tertulis telah dilakukan dengan menggunakan Permit Log Book.

5.3.5. [bookmark: _Toc66998800]Tindakan darurat
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di PT. X untuk tindakan darurat semua pekerja akan dikumpulkan ke assembly point dan di data ulang atau di absensi. Pada beberapa titik juga sudah disediakan APAR apabila terjadi keadaan darurat maka APAR tersebut dapat dilakukan dan sudah pernah diadakan simulasi kebakaran.
Berdasarkan pedoman dalam Oil and Gas Producers sistem PTW membuat persyaratan dalam tindakan darurat. Secara normal, ini termasuk ke dalam instruksi ke semua pekerjaan untuk menghentikan kejadian darurat. Hal seperti ini, waktu tidak akan mengizinkan penundaan permit formal dengan mengembalikan ke pusat kontrol/poin co-ordination (koordinasi). Setelah tindakan pencegahan seharusnya bagaimanapun termasuk sebuah re-assessment (penilaian ulang) pekerjaan yang ada dipermit untuk menjamin bahwa kondisi tidak mengubah hasil darurat, dan bekas permit masih berlaku (valid)
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmiwardhani dkk. (2013) keadaan darurat jika terjadi perubahan keadaan yang dapat membahayakan kelanjutan pekerjaan diberhentikan.
Menurut peneliti sistem tanggap darurat di PT. X sudah baik sesuai dengan Oil and Gas Producers-guidelines dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai serta pemberitahuan keadaan darurat juga sudah di sampaikan oleh pihak safety kepada siapa saja yang akan masuk ke area PT. X dengan tujuan agar mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat.

5.3.6. [bookmark: _Toc66998801]Monitoring 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di PT. X untuk prosedur monitoring yang terdapat di PT. X telah sesuai dengan sistem Permit to work. Dilakukannya safety patrol saat proses pengerjaan oleh pihak safety officer dan foreman agar kondisi tempat bekerja tetap aman dan sesuai dengan izin yang telah ditetapkan pada permit to work tersebut. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah para pekerja telah sesuai menggunakan APD sebagai tindakan pencegahan yang tertera pada izin kerja serta memastikan bahwa peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, safety officer dan pihak foreman melakukan monitoring secara berkala. Sedangkan untuk foreman selalu ada di area pekerjaan terkait tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan.
Berdasarkan pedoman dalam Oil and Gas Producers pemantauan atau monitoring sistem permit to work harus menjadi kegiatan yang berkesinambungan. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa kondisi dimana izin itu dikeluarkan tetap tidak berubah dan bahwa tindakan pencegahan yang tercantum pada izin tetap dipatuhi. Namun harus tetap dipastikan dan diperlukan konsistensi dari foreman dan HSE untuk terus melakukan pemantauan secara berkesinambungan tersebut.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manik (2016) pemantauan dilaksanakan oleh EHS Officer dan PPIK atau safety commite atau komisaris K3. Pemantauan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa APD yang mereka gunakan sesuai dengan pekerjaan dan standard serta hanya pekerja yang tercatat nama di formulir work permit yang boleh melakukan pekerja.
Menurut peneliti dalam pemantauan pada tahap proses sistem permit to work harus dilakukan untuk memastikan bahwa keselamatan pekerja terus diperhatikan dan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam permit to work. Kegiatan terus harus dipastikan dilakukan secara berkesinambungan.
5.4. [bookmark: _Toc66998802]Aspek Output Terhadap Penerapan Permit to work di PT. X
5.4.1. [bookmark: _Toc66998803]Pengembalian
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di PT. X mengenai pengembalian permit to work (Return of Permit), pihak foreman atau mereka yang meminta lampiran safety permit apabila area kerja telah selesai, maka lampiran safety permit tersebut dikembalikan kepada safety officer atau pihak K3 namun dalam proses pengembalianya sering terlambat dan ada yang lupa untuk tanda tangan bahkan terkadang langsung mengajukan permit to work yang baru. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pihak foreman atau pihak ketiga mengembalikan lampiran safety permit pada safety officer dan telah di tandatangani masing-masing personil kerja. Hal ini telah sesuai dengan sistem Permit to work. Dimana salinan pekerjaan telah dikumpulkan menjadi satu dan dikembalikan ke safety officer. Salinan tersebut sudah ditandatangani serta area kerja dapat ditinggalkan dalam kondisi aman. 
Hal tersebut sesuai dengan pedoman dalam Oil and Gas Producers dimana setelah menyelesaikan pekerjaan, salinan pelaksanaan permit harus dikumpulkan menjadi satu dan dikembalikan ke pelaksana kemudian dilakukan penyelesaian.
Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Manik (2016) bahawa pengembalian formulir work permit dilakukan oleh EHS Officer ke departemen EHS. Kemudian disimpan oleh personil EHS yang terkait untuk kepentingan audit.
Namun menurut peneliti masih terdapat hal yang perlu di aplikasikan di PT. X dalam hal pengembalian salinan dimana perlu ditandatangani oleh permit issuer dan Supervisor untuk mengindikasikan penyelesaian setelah dilakukan inspeksi di tempat kerja. Hal tersebut dinyatakan dalam Oil and Gas Producers-guidelines.

5.4.2. [bookmark: _Toc66998804]Inspeksi local
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di PT. X mengenai site inspection pada tahap penutup permit to work  yang dilakukan di PT. X dengan melakukan check list area. Pengecekan area ini harus menjamin bahwa area telah ditinggalkan dengan kondisi aman. Inspeksi ini dilakukan oleh safety officer dan foreman. Berdasarkan hasil observasi peneliti, semua kondisi sesuai dengan ijin kerja dan telah ditinggalkan dalam keadaan aman dan sudah sesuai dengan sistem Permit to work. Pada saat inspeksi lokasi kerja, pihak safety officer bersama foreman melakukan verifikasi berupa tandatangan pada safety permit. Hal ini terkait dengan pernyataan pada sistem Permit to work bahwa tempat kerja harus ditinggalkan dalam kondisi aman dan pekerjaan yang akan ditinggalkan sudah dalam keadaan aman. 
Hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam pedoman Oil and Gas Producers perlu dilakukan penandatanganan sebagai tanda berakhirnya izin kerja, penerbit izin atau perwakilan didelegasikan harus melakukan inspeksi tempat kerja untuk mengkonfirmasi bahwa tempat kerja yang telah ditinggalkan dalam kondisi aman. Orang yang melakukan pekerjaan menandatangani izin kerja jika sudah selesai. Penandatanganan tersebut menyatakan bahwa tempat kerja yang telah ditinggalkan dalam kondisi aman, dan penerbit izin harus menyetujui dengan hal tersebut sebelum ia menandatangani penerimaan penyelesaian pekerjaan.
Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Manik (2016) tentang site inspection dilakukan oleh EHS Officer untuk memastikan bahwa pekerja yang sedang melakukan pekejaan yang menerapkan sistem permit to work dalam kondisi tidak menyimpang atau aman dan tidak bersifat menimbulkan celaka atau pencemaran.
Menurut peneliti dalam hal site inspection pada tahap penutupan perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sudah selesai dibawah permit sudah aman dan kondisi sudah dipastikan tidak menimbulkan masalah keselamatan.

5.4.3. [bookmark: _Toc66998805]Cancellation
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk pembatalan izin kerja belum pernah terjadi, yang ada hanya pengecekan kembali bilamana terdapat item yang belum terpenuhi maka item tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu agar izin kerja tersebut dapat dijalankan.
Pembatalan izin kerja ini berhubungan dengan keadaan gawat darurat yaitu kebakaran dan deteksi gas. Oleh karena itu prosedur penanganan keadaan darurat seperti kebakaran harus dibuat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana yang berisi, perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.
Menurut peneliti pembatalan pekerjaan dapat dilakukan jika terjadi kebakaran ataupun terdeteksinya gas berbahaya, maka pembatalan dilakukan di tempat dalam waktu yang secepatnya tidak harus menunggu hingga pekerjaan selesai dan pembatalan harus dijelaskan kedalam permit to work.

5.4.4. [bookmark: _Toc66998806]Return to sevices
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di PT. X didapati hasil bahwa tidak adanya pengembalian peralatan yang dilakukan secara formal. Peralatan yang sudah selesai digunakan akan disimpan di kotak penyimpanan peralatan yang telah disediakan di area tempat masing-masing pekerja dan untuk alat berat seperti mobile crane yang telah selesai digunakan hanya akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman agar tidak menggangu proses pekerjaan di suatu area, sampai mobile crane tersebut akan digunakan kembali. 
Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur return to service yang dijelaskan dalam Oil and Gas Producers-guidelines bahwa harus ada prosedur formal untuk mengembalikan peralatan ke service yang pekerjaan ada dibawah sistem permit to work.
Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2012) tentang penerapan sistem permit to work sebagai upaya pendukung keselamtan dan kesehatan kerja di PT. Chandra Asri Petroghemical TBK Cilegon Banten dalam hal return to service pada tahap penutupan dilakukan dengan memverifikasi pekerjaan itu telah selesai dan benar-benar aman dan peraltan atau apapun yang akan menimbulkan kecelakaan tidak ada maka proses/kegiatan didaerah tersebut dinormalkan kembali.
Menurut peneliti sendiri dalam hal return to sevice harus dilakukan jika pekerjaan telah selesai agar dapat memastikan bahwa peralatan yang digunakan dalam keadaan aman dan tidak menimbulkan masalah keselamatan dan keamanan area dan tempat penyimpanan peralatan. Serta perlunya verifikasi kembali oleh foreman dan HSE sebelum penandatangan permit.

5.4.5. [bookmark: _Toc66998807]Pencatatan
Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya adanya pencatatan dari tiap perkerjaan yang memerlukan permit to work. Pencatatan merupakan bagian yang terpenting sebagai bukti bila dikemudian hari diadakan audit baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa pencatatan yang digunakan oleh pihak K3 berupa pengumpulan lampiran safety permit, logbook dan laporan record safety permit. Hal ini telah sesuai dengan sistem Permit to work. Pencatatan dan penyimpanan dokumen ini dilakukan oleh safety officer atau pihak K3 serta disimpan dalam periode per 12 bulan atau 1 tahun.
Menurut Hughes dan Farrett, 2016 dokumentasi work permit harus memuat item informasi utama berikut:
a. tanggal, waktu dan durasi izin;
b. deskripsi dan penilaian tugas yang akan dilakukan dan lokasinya;
c. peralatan yang digunakan, dan bagaimana hal tersebut diidentifikasi;
d. orang yang berwenang untuk melakukan pekerjaan;
e. langkah-langkah yang telah diambil untuk membuat tempat kerja aman;
f. potensi bahaya yang tersisa, atau yang mungkin timbul saat pekerjaan berlangsung;
g. tindakan pencegahan yang harus diambil terhadap bahaya-bahaya;
h. tindakan yang harus diambil sebelum tugas dimulai, seperti:
1. isolasi sumber energi dan outlet;
2. prosedur keadaan darurat dan peralatannya;
3. memastikan kompetensi personil yang terlibat;
4. pengaturan komunikasi; dan
5. referensi ke dokumen lain yang relevan.
i. Peralatan diserahkan kepada mereka yang melaksanakan pekerjaan.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusmiwardhani dkk. (2013) untuk pendokumentasian dilakukan oleh safety officer atau pihak K3 dan Nareshwari dan Pakarini (2017) bahwa, pendokumentasian surat izin kerja aman dilakukan dengan membuat log book yang dipegang oleh Asset Holder. Maksud dari Asset Holder disini adalah tim atau pihak safety.
Menurut peneliti pencatatan atau pendokumentasian merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah sistem sebagai acuan bahan evaluasi agar sebuah sistem bisa berjalan lebih baik lagi kedepannya.
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BAB VI
PENUTUP

6.1. [bookmark: _Toc66998809]Kesimpulan 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 disebutkan bahwa dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan suatu sistem yang mengatur secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan efektif atau yang dikenal dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), dalam elemen 6 tentang keamanan bekerja berdasarkan SMK3 juga disebutkan bahwa setiap perusahaan harus menerapkan sistem permit to work atau ijin kerja apabila memiliki pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terkait kegiatan yang ada diperusahaan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian melalui proses wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen bahwasannya PT. X telah melaksanakan sistem permit to work sesuai dengan pekerjaan yang dipersyaratkan. Penerapan permit to work di PT. X terdiri menjadi tiga tahapan.

6.1.1. [bookmark: _Toc66998810]Tahap Persiapan Sistem Permit to Work
a. Koordinasi
Koordinasi ada penerapan permit to work di PT. X sudah berjalan cukup baik dimana pemohon permit melakukan koordinasi dengan pihak safety officer terkait penerbitan izin kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan.

b. Perencanaan
Pada tahapan perencanaan memang sudah dilakukan dengan cukup baik dengan memerhatikan lokasi kerja, membentuk penanggung jawab namun perencanaan belum terlalu efektif karena tidak menggunakan Job Safety Analysis.
c. Penilaian Bahaya 
Penilaian bahaya pada penerapan permit to work di PT. X sudah berjalan dengan baik dengan menganalisis potensi bahaya yang timbul baik dari segi material dan peralatan.  
d. Tipe atau kategori kerja
Tipe kategori kerja yang di wajibkan permit to work di PT. X yaitu pekerjaan hot work, cold work. confined space dan radiography
e. Masa berlaku
Masa berlaku dalam pelaksanaan permit to work di PT. X yaitu selama 7 hari namun jika pekerjaan belum selesai dan memerlukan perpanjangan izin maka hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan safety officer.
f. Isolasi 
Isolasi yang dilakukan di PT. X dengan sistem LOTO namun dalam implementasinya masih kurang diperhatikan meskipun peralatan sudah disediakan lengkap.
g. Tindakan Pencegahan 
Tindakan pencegahan dalam pelaksanaan permit to work sudah cukup baik dengan adanya safety patrol dan juga penggunaan APD.
h. Pengujian gas
Pengujian gas dilakukan pada pekerjaan cold work, namun pengujian gas belum dilakukan oleh pihakk yang memiliki kompetensi khusus dibidangnya.
i. Tanda tangan
Sebelum memulai pekerjaan permit to work yang sudah diajukan dicek kembali apakah semuanya sudah diketahui dan disetujui oleh pemegang kebijakan sebelum perkerjaan tersebut dimulai.

6.1.2. [bookmark: _Toc66998811]Tahap Proses Sistem Permit to Work
a. Display of permit
Display permit di PT. X sudah dilaksanakan dengan baik. Adanya penyebaran atau pendistribusian permit to work pada area kerja sehingga diketahui oleh pekerja.
b. Revalidation
Perpanjangan permit to work di PT. X jarang terjadi dikarenakan estimasi pekerjaan sudah di perhitungkan namun jika memang mengharuskan adanya perpanjangan permit maka hal tersebut dapat dilakukan.
c. Suspension
Pembatalan permit to work bisa terjadi jika ada keadaan darurat yang tidak memungkinkan pelaksaan pekerjaan dilanjutkan sehingga permit to work bisa dicabut atau di tangguhkan sampai kondisi aman untuk melanjutkan pekerjaan.

d. Shift hand-over
Pergantian shift di PT. X terjadi 2 kali dalam 24 jam. Dalam proses pergantiannya dilakukan hand over pekerjaan antar foreman sehingga tidak ada miscommunication
e. Tindakan darurat
Tindakan darurat di PT. X juga sudah berjalan dengan baik, pada keadaan darurat akan ditandai dengan sirene dan dikumpulkan di titik kumpul. Kemudian sudah adanya tanda atau rambu rambu darurat.
f. Pemantauan
Pemantauan di PT. X sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan adanya safety patrol.

6.1.3. [bookmark: _Toc66998812]Tahap Penutupan Sistem Permit to Work
a. Pengembalian
Pada tahapan pengembalian permit to work terkadang sering terlambat dikembalikan oleh foreman karena belum teranda tangani tetapi sudah mengajukan permit to work yang baru.
b. Inspeksi local
Sebelum penutupan permit to work sudah dilaksanakannya pengecekan area kerja dan peralatan kerja. Sehingga pada seluruh area ditinggalkan dalam keadaan aman
c. Cancellation
Terkait pembatan belum pernah terjadi di PT. X namun jika terjadi pembatalan maka area kerja juga harus di tinggalkan dalam keadaan aman.
d. Return to sevices
Tidak adanya pengembalian alat dalam penerapan permit to work di PT. X karena alat disimpan pada tempat yang disediakan di area kerja.
e. Pacatatan
 Pencatatan terkait permit to work sudah dilaksanakan dan di dokumentasikan sehingga memudahkan jika adanya audit baik internal maupun eksternal.
Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan terkait penerapan Permit to work di PT. X mulai dari tahap persiapan, tahap proses dan tahap penutup maka dapat disimpulkan bahwasannya penerapan permit to work di PT. X sudah cukup sesuai namun masih perlu peningkatan dan perbaikan agar lebih kedepannya. 

6.2. [bookmark: _Toc66998813]Saran
6.2.1. [bookmark: _Toc66998814]Tahap Persiapan Sistem Permit to Work
Dari seluruh tahapan persipan pada penerapan permit to work di PT. X bahwasannya sudah sesuai namun ada beberapa yang perlu di perbaiki dan ditingkatkan yaitu perlunya pelatihan terkait pengujian gas pada petugas sehingga pengujian gas dapat berjalan dengan aman dan baik. Serta pada penerapan sistem LOTO agar diimplementasikan dengan baik.

6.2.2. [bookmark: _Toc66998815]Tahap Proses Sistem Permit to Work
Dari seluruh tahapan proses pada penerapan permit to work sudah berjalan dengan baik namun tetap perlu peningkatan dengan melakukan sertifikasi khusus pada personil K3 dan pengawasan agar lebih baik kedepannya.

6.2.3. [bookmark: _Toc66998816]Tahap Penutupan Sistem Permit to Work

Dari seluruh tahapan proses pada penerapan permit to work sudah berjalan dengan baik namun pada waktu pengembalian perlu di jadwalkan agar sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
[bookmark: _Toc66998817]DAFTAR PUSTAKA


Alkon, 1998. Safety Management For Supervisor. Surabaya: Lembaga Pembinaan dan Keterampilan Kerja Alkon.

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipt

A. Umamah, H. M. Denny, and B. Kurniawan, "Analisis Upaya Pencegahan dan Pengendalian Kecelakaan Kerja Pada Sebuah Pabrik Semen di Tuban," Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip), vol. 3, no. 3, pp. 285-295, Dec. 2017. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun (2018). https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/23322/Angka-Kecelakaan-Kerja-Cenderung-Meningkat,-BPJS-Ketenagakerjaan-Bayar-Santunan-Rp1,2-Triliun.

Badan Pusat Statistik, Data Penduduk Indonesia. Diakses pada tanggal 15 Maret, dari Sp2010.bps.go.id/

Budiono S, dkk, (2003). Bunga Rampai Hyperkes dan Keselamatan Kerja. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Deshmukh, L.M., (2006). Industrial Safety Management. Tata McGraw-Hill, New Delhi.

Government of Alberta., (2011). Workplace Health and Safety. http://work.alberta.ca/documents/WHS-PUB-SH013.pdf

Hadipoetro, Sajidi. (2014). Manajemen Komprehensif Keselamatan Kerja. Jakarta : Yayasan Putra Tarbiyyah Nusantara.

Hughes. P dan Ferret., E., (2009). Introduction to Health and Safety at Work. Elsevier, Slovenia.

International Association of Oil and Gas Producers., 2014, OGP Safety Performance Indicators -2013 data, London, UK.

Khaqim, Erlando Syaiful (2014) Analisis Sistem Ijin Kerja (Sika) Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Di PT. Bakrie Construction Serang Banten. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehattan Kerja. Jakarta: Indonesia.

Kusmiwardhani, Dian Ayu, dkk. 2013. Analisis Pelaksanaan Safety Permit Berdasarkan Prosedur Sistem Permit to work di PT. PJB UBJ O&M Paiton. Jember

Manik, Nova L. 2016. Penerapan Sistem Permit to work Sebagai Upaya Pendukung Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja di PT. Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung Tahun 2016. Skripsi: Fakultas Keseahatan Masyarakat.
Universitas Sumatera Utara.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Permenaker No.05 / Men / 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Notoatmodjo,s. 2005. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : PT Rineka Cipta

OHSAS 18001. Occupational Health and Safety Management-Requirments. (2007).

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 – Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Ramli,   Soehatman. (2010). Petunjuk Praktis   Manajemen   Kebakaran (Fire Management). Jakarta : Dian Rakyat.

Ridley, John. 2008. Ikhtisar Kesehatan & Keselamatan Kerja Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Saputro, Adin Waluyo. 2012. Penerapan Sistem Permit to work Sebagai Upaya Pendukung Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Chandra Asri Petroghemical TBK Cilegon Banten. Skripsi. Universitas Sebelas Maret

Sholihah, Q., dan Kuncoro, W., (2014). Keselamatan Keselamatan Kerja. Penerbit Kedokteran (EGC). Jakarta.

Sugiyono, 2004, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suma’mur. 2009. Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja. Jakarta : CV Sagung Seto.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dalam Tarwaka. 2014. Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Surakarta : Harapan Press.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 – Ketenagakerjaan
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN



[image: ]










EVALUASI PENERAPAN PROSEDURPERMIT TO WORK  DI
PT. X KOTA BATAM
TAHUN 2020



Petunjuk umum wawancara mengenai Sistem “Permit to work”. 
1. Ucapan terimakasih kepada informan karena telah bersedia diwawancara. 
2. Melakukan perkenalan dua arah, baik peneliti ataupun informan. 
3. Menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan wawancara. 
4. Menjelaskan bahwa pendapat atau saran dan pengalaman informan sangat berharga. 
5. Menjawab pertanyaan wawancara dengan jelas dan jujur sangat diharapkan oleh peneliti.
6. Dalam wawancara tidak ada jawaban salah atau benar, serta dijaga kerahasiaannya.

IDENTITAS INFORMAN

	Nama
	:
	

	Jenis Kelamin
	:
	

	Usia
	:
	

	Jabatan
	:
	

	Pendidikan Terakhir
	:
	

	Lama Bekerja
	:
	



DAFTAR PERTANYAAN
	NO
	PERTANYAAN
	JAWABAN

	Tahap Persiapan Permit to work

	1
	Bagaimana koordinasi dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	2
	Bagaimana perencanaan dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	3
	Bagaimana penilaian bahaya dalam penerapan Permit to work di PT. X dan siapa yang berperan dalam hal tersebut ?
	

	4
	Tipe pekerjaan yang seperti apa yang memerlukan Permit to work di PT. X ?
	

	5
	Berapa lama masa berlaku Permit to work di PT. X ?
	

	6
	Bagaimana isolasi dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	7
	Tindakan pencegahan yang bagaimana yang diterapkan dalam Permit to work di PT. X ?
	

	8
	Kapan pengujian gas dilakukan dan bagaimana dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	9
	Siapa sajakah yang berwenang untuk tanda tangan dan menyetujuin Permit to work di PT. X ?
	

	Tahap Proses Permit to work

	1
	Bagaimana Display Of Permit dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	2
	Kapan dilaksanakannya revalidation dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	3
	Bagaimana proses penangguhan dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	4
	Bagaimana proses perpindahan shift dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	5
	Bagaimana tindakan darurat dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	6
	Kapan proses monitoring dilakukan dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	Tahap Penyelesaian Permit to work

	1
	Bagaimana pengembalian izin dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	2
	Bagaimana inspeksi lokasi dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	3
	Bagaimana pembatalan sepenuhnya dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	4
	Bagaimana kembali ke layanan dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	

	5
	Bagaimana pencatatan dalam penerapan Permit to work di PT. X ?
	




Referensi :
1. UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. PP No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. International Association of Oil & Gas Producers (1993)
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LEMBAR OBSERVASI EVALUASI PENERAPAN PROSEDURPERMIT TO WORK DI PT. X KOTA BATAM 

	No
	Poin Sistem Permit to work
	Kesesuaian
	Keterangan

	
	
	Ya
	Tidak 
	

	I. Persiapan Penerapan Sistem Permit to work

	1
	Penanggung jawab pihak ysng akan melakukan koordinasi dengan meminta izin kepada seksi terkait dan/atau HSE Officer
	
	
	

	2
	Pihak yang akan melaksanakan pekerja mengisi form work permit.
	
	
	

	3
	Melakukan Identifikasi Jenis pekerjaan.
	
	
	

	4
	Melakukan Identifikasi kategori kerja (bahaya).
	
	
	

	5
	Melakukan Identifikasi peralatan kerja yang digunakan.
	
	
	

	6
	Melakukan Identifikasi deskripsi pekerjaan.
	
	
	

	7
	MelakukanPengukuran Gas di daerah Confined Space Entry.
	
	
	

	8
	Penggunaan APD sesuai dengan pekerjaan dan standard.
	
	
	

	9
	Memasang safety sign pada area kerja seperti LOTO dan isolasi pada area kerja yang beresiko menimbulkan kecelakaan.
	
	
	

	10
	Bahan-bahan pada area kerja panas sudah diamankan.
	
	
	

	11
	Bahan-bahan yang berbahaya berpotensi menyebabkan kecelakaan dan atau pencemaran sudah diamankan, ditutupi, dijauhkan dan disingkirkan.
	
	
	

	12
	Penempatan peralatan kerja aman dan tidak menimbulkan kecelakaan.
	
	
	

	13
	Tersedia APAR pada pekerjaan panas.
	
	
	

	14
	Tersedia JSA (Job Safey Analisys) Untuk jenis Pekerjaan baru yang menerapkan sistem permit to work.
	
	
	

	15
	Melakukan Penandatangangan pihak permohonan izin.	
	
	
	

	16
	HSE Officer melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan yang menerapkan sistem permit to work.
	
	
	

	II. Proses Penerapan Sistem Permit to work

	1
	Lembar form work permit dipajang diarea kerja.
	
	
	

	2
	Jika pekerjaan tidak selesai dalam 1 hari sesuai dengan masa berlaku permit, maka permit dimohonkan lagi.
	
	
	

	3
	Jika pekerjaan memiliki status “suspend” maka pekerjaan diberhentikan sampai ada instruksi bahwa pekerjaan tersebut boleh dilanjutkan.
	
	
	

	4
	Melakukan pengkomunikasian pergantian shift ketika ada pekerjaan yang menerapkan sistem permit to work.
	
	
	

	5
	Aktivitas pekerjaan dihentikan apabila terdapat kondisi yang menimbulkan bahaya/celaka.
	
	
	

	6
	Hanya pekerja yang tercatat di form work permit yang dapat melakukan pekerjaan.
	
	
	

	7
	APD yang digunakan sesuai dengan pekerjaan dan standar.
	
	
	

	8
	Pemantauan oleh PPIK, safety commite atau EHS Officer.
	
	
	

	III. Penyelesaian Penerapan Sistem Permit to work

	1
	Lembar work permit didistribusikan lembar putih untuk pihak HSE.
	
	
	

	2
	HSE Officer melakukan inspeksi terhadap penerapan sistem permit to work.
	
	
	

	3
	Pekerja merapikan area kerja.
	
	
	

	4
	EHS Officer membuat rekapitulasi atau pencatatan work permit.
	
	
	

	5
	Pelaksana kerja menyimpan work permit.
	
	
	





Referensi : 
1. Prosedur Izin Kerja/Permit System dengan Nomor: SOP/MNA-EHS-10-005 
2. Form Work Permit dengan Nomor : F/MNA-EHS-10-005.1 
3. Form Izin Memasuki Ruang Terbatas dengan Nomor : F/MNA-EHS-10-005.1
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
EVALUASI SISTEM PERMIT TO WORK DI PT. X
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YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)

UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

SK. Nomer 781/KPT/12019
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja Kota Batam. Telp. 0778 - (0778) 7058741

Email : stikes_ibnusina@yahoo.co.id

SURATKEPUTUSAN
Nomor : 99 /FIKes PRODI-K3 /II1/2020

Tentang
PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes) Ibnu Sina, setelah :

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan :
Pertama

Kedua

Ketiga

Tembusan

ap o w

e

Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Proposal Skripsi bagi Mahasiswa Tahun Akademik 2018/2019 di Fakultas
Tlmu Kesehatan (FIKes) Tonu Sina, maka di pandang perlu menetapkan susunan Pembimbing bagi Mahasiswa
FIKes Ibnu Sina Batam yang melaksanakan Proposal Skripsi.

Bahwa lampiran nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini di anggap cakap dan memenuhi
syarat untuk diberi amanah dan tugas menjadi Pembimbing Proposal Skripsi Mahasiswa di Fakultas Iimu
Kesehatan (FIKes) Ibnu Sina Tahun 2020.

Undang-undang No. 20 tabun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI No. 14 tahun 2003 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 56/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 222/U/1998 tentang Pedoman Perguruan Tinggi.

SK Mendiknas RI No. 71/D/O/2008 tanggal 18 April 2008 tentang izin penyelenggaraan Program Studi.

Akte Notaris R. Minamo Hardjoekoesoemo, SH, No. 15 tanggal 25 Juli 1997 tentang pendirian Yayasan
Pendidikan Tbonu Sina Batam dan akta Notaris Nurhayati Suryasumirat, SH, Nomor 33 tanggal 22 Juni 1993.

. Peraturan Tata tertib Guru, Dosen dan Karyawan Yayasan Ibmu Sina Batam.

Statuta Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes) Ibou Sina.

d. Peraturan Akademik FIKes Ibnu Sina.

MEMUTUSKAN

: Mengangkat/menetapkan scbagai Pembimbing Proposal Skripsi yang tercantum pada lampiran, terhitung sejak

tanggal ditetapkannya.

: Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas lmu

Keschatan (FIKes) Ibnu Sina.

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki

kembali sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 05 Maret 2020

1. Ketua Yayasan Tonu Sina Batam

2. Arsip
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YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)

UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

SK. Nomor 781/KPT/I/2019

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja Kota Batam. Telp. 0778 - (0778) 7058741
Email : stikes_ibnusina@yahoo.co.id

Lampiran . Surat Keputusan Dekan FIKes
Nomor : 99 /FIKes.PRODI-K3 /III/2020
Tanggal : 05 Maret 2020

PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

SUSUNAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

No. M NHAI;III;W A JUDUL PEMBIMBING KETERANGAN
Analisis penerapan . ) ) o
program Permit to work Fitri Sari Dewi, M. KKK Pembimbing I
1 Chaudi Sinai di PT Citra Tubindo
Enggineering Kota Batam | M Kafit, SKM, M.Kes Pembimbing II
Tahun 2020
Batam, 05 Maret 2020

Ka. Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

-
)

"

Ice Irawati, SKM, M.Kes
NUP. 777.0213.553
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YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)

UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

SK. Nomor 781/KPT/I/2019
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja Kota Batam. Telp. 0778 - (0778) 7058741
Email : stikes_ibnusina@yahoo.co.id

SURATKEPUTUSAN
Nomor : 252 /FIKes.PRODI-K3 /VIV2020

Tentang
PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT, Dekan Fakultas Ilnu Kesehatan (FIKes) Ibnu Sina, setelah :

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan :
Pertama

Kedua

Ketiga

Tembusan

ao o

"o

Baliwa untuk terlaksananya kegiatan Proposal Skripsi bagi Mahasiswa Tahun Akademik 2018/2019 di Fakultas
Iinw Keschatan (FIKes) Tbnu Sina, maka di pandang perlu menetapkan susunan Penguji bagi Mahasiswa FIKes
Tbmu Sina Batam yang melaksanakan Proposal Skripsi.

Balwa lampiran nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini di anggap cakap dan memenuhi
syarat untuk diberi amanah dan tugas menjadi Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa di Fakultas Iimu Kesehatan
(FIKes) Tbnu Sina Tahun 2020.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI No. 14 tahun 2003 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 56/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 222/U/1998 tentang Pedoman Perguruan Tinggi.

SK Mendiknas RI No. 71/D/O/2008 tanggal 18 April 2008 tentang izin penyelenggaraan Program Studi.

Akte Notaris R. Minamo Hardjoekoesoemo, SH, No. 15 tanggal 25 Juli 1997 tentang pendirian Yayasan
Pendidikan Tbnu Sina Batam dan akta Notaris Nuthayati Suryasumirat, SH, Nomor 33 tanggal 22 Juni 1993.
Peraturan Tata tertib Guru, Dosen dan Karyawan Yayasan Ibnu Sina Batam.

Statuta Fakultas Tlmu Kesehatan (FIKes) Ibnu Sina.

Peraturan Akademik FIKes Tbnu Sina.

MEMUTUSKAN

: Mengangkat/menetapkan Dosen scbagai Penguji Proposal Skripsi yang tercantum pada lampiran, ~terhitung sejak

tanggal ditetapkannya.

Kes

: Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu

sehatan (FIKes) bou Sina.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya, jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal 06 Juli 2020

1. Ketua Yayasan Ibnu Sina Batam

2. Arsip
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YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)

UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)

SK. Nomor 781/KPT/I/2019

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja Kota Batam. Telp. 0778 - (0778) 7058741
Email : stikes_ibnusina@yahoo.co.id

Lampiran . Surat Keputusan Dekan FIKes
Nomor : 252 /FIKes.PRODI-K3 /VII/2020
Tanggal : 06 Juli 2020

SUSUNAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

NAMA

No. MAHASISWA JUDUL PENGUJI KET

1. Fitri Sari Dewi, M. KKK Ketua
Evaluasi Penerapan .

Prosedur Permit To Work 2. MXKafit, M.Kes Sekretaris
1 CHAUDI SINAI Di Pt. Citra Tubindo 3. Rizqi Ulla Amaliah,
Engineering Kota Batam M.KKK Anggota
Tahun 2020 ’

4. dr. Krismadies, M. KKK Anggota

Batam, 06 Juli 2020
Ka. Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

-
)

"

Ice Irawati, SKM, M.Kes
NUP. 777.0213.553
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YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)

UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja Kota Batam. Telp. (0778) 7058741
Email : stikes_ibnusina@yahoo.co.id

Nomor  : 783/FIKes-Adm/X1/2020 Batam, 16 November 2020
Lampiran : -
Perihal  : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth,
Pimpinan PT. Citra Tubindo Engineering
Di_

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.
Dengan Hormat,

Teriring salam dan do’a kami persembahkan kehadirat Allah SWT, semoga Bapak/Ibu senantiasa berada
dalam keadaan sehat wal’afiat serta sukses selalu dalam menjalankan tugas sehari-hari, Aamiin.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes), Universitas
Ibnu Sina (UIS) dengan izin Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.71/D/0/2008 tanggal
18 April 2008 mempunyai 2 program studi yaitu :

» Kesehatan Lingkungan (S-1)
» Kesehatan dan Keselamatan Kerja (S-1)

Dalam rangka pembuatan Skripsi mahasiswa kami sebagai atas nama :
Nama : Chaudi Sinai
NPM : 162410047
Prodi : Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Judul : Evaluasi Penerapan Prosedur Permit to Work di PT. X Tahun 2020.

Mengajukan permohonan izin untuk pengambilan data penelitian di Perseroan Tebatas (PT) yang
Bapak/Ibu Pimpin, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu membantu mahasiswa tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Billahittaufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Universitas Ibnu Sina (UIS)
Mayltas [lmu Kesehatan (FIKes)

Tembusan : Arsip
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Batam, 19 November 2020

Nomor : W3 /HR/CTE/X1/20
Perihal : Penelitian Untuk Skripsi
Yth.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Ibnu Sina Batam

Ibu Fitri Sari Dewi SKM. MKKK

Di — Tempat

Dengan hormat,

Sesuai surat dari Yayasan Ibnu Sina / Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan No. 783/FIKes-
ADM/X1/2020 tertanggal 16 November 2020 mengenai Penelitian untuk menyelesaikan
tugas akhir / Skripsi Mahasiswa Jurusan Program Studi Kesehatan dan Keselamaan Kerja
dengan data :

Nama : Chaudi Sinai.

NPM : 162410047

Tempat/tgl Lahir : Medan, 18 Agustus 1982
Program Studi : Kesehatan dan Keselamaan Kerja

PT Citra Tubindo Engineering dapat memberikan waktu untuk Penelitian Tugas Akhir /
Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi [Imu Kesehatan Ibnu Sina Batam tersebut diatas.

Demikian disampaikan terimakasih atas perhatiannya
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